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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
1. Konsonan 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب ba b Be 
ت ta t Te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik di  atas) 
ج jim j Je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di 
bawah) 
خ kha kh kadan ha 
د dal d De 
ذ żal ż zet (dengan titik di atas) 
ر ra r Er 
ز zai z Zet 
ش sin S Es 
ش syin Sy esdan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di 
bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di 
x 
 
 
 
bawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik di 
bawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di 
bawah)  
ع „ain „ Apostrof terbalik 
غ gain g Ge 
ف fa f Ef 
ق qaf q Qi 
ن kaf k Ka 
ي lam l El 
َ mim m Em 
ْ nun n En 
ٚ wau w We 
ٖ ha h Ha 
ء hamzah , Apostof 
ٞ ya y Ye 
 
 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda    ). 
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1. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal 
atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 
 
 
 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
َ ا fatḥah a A 
َ ا kasrah i I 
َ ا ḍammah u U 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َى 
 
fatḥahdanyā‟ 
 
ai 
 
a dan i 
 
 َو ى 
 
fatḥah dan wau 
 
au 
 
a dan u 
xii 
 
 
 
Contoh:  
ََف١َْو :kaifa 
ََََََْ٘ٛي  : haula 
 
2. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 
Contoh:  
ََتَا َِ  :māta 
َِٝ َر : ramā 
ًََ ١ِْل : qila 
َُت ْٛ ُّ َ٠ : yamūtu 
 
 
 
 
 
HarkatdanHuruf 
 
Nama 
 
HurufdanTanda 
 
Nama 
 
ََٜ ...َ|ََا... 
fatḥah dan alif 
atau yā‟ 
ā a dan garis di atas 
ٜ Kasrah dan yā‟ I i dan garis di atas 
ٛى ḍammah dan wau ū u dan garis di atas 
xiii 
 
 
 
3. Tā’Marbūṭah 
Transliterasi untuk tā‟ marbūṭah ada dua, yaitu: tā‟ marbūṭah yang hidup atau 
mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan tā‟marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā‟marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā‟ 
marbūṭah  itu transliterasinya dengan (h). 
Contoh:  
َِيَافَْطلأْاَُةَض ْٚ َر :raudah al- at fāl 
ََُةٍِضََافٌْ َاََُةٕ٠َِْد َّ ٌْ َا : al-madinah al-fādilah 
َُة َّ ْىِحٌْ َا  : al-hikmah 
 
4. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid (َّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf ى  ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah(  ىِى), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi (i). 
اَ َّٕبَر  : rabbanā 
إَ١ْ ََّجٔ  : najjainā 
َِك َّحٌْ َا  : al-haqq 
ََُ ُِّعٔ  : nu”ima 
 َٚ ُدَع  : „aduwwun 
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Jika huruf ٜ ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, 
maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi i. 
Contoh: 
َِّٝ ٍَِع  : „Ali  bukan „Aliyyatau „Aly) 
َِّٝ ِبََرَع  : „Arabi  bukan „Arabiyyatau „Araby). 
 
5. Kata Sandang 
Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf َيا(alif 
lam ma‟arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 
(-).  
َُص ّْ َّشٌَا  : al-syams (bukanasy-syam) 
ََُةٌَسٌْ َّسٌَا  : al-zalzalah (bukanaz-zalzalah) 
ََُةفَسٍْ َفٌْ َا  : al-falsalah 
َُدَََلَبٌْ َا  : al-bilād 
 
6. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop    ) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
َ َْ ْٚ ُر ُِ َْأت  : ta‟murūṭn 
َُع ْٛ ٌََّٕا  : al-nau‟ 
 َء ْٟ َش  : syai‟ 
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َُتْر ِ ُأ  : umirtu 
 
7. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata,  istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, 
atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut 
cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an  darial-Qur‟ān), alhamdulillah, dan 
munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 
Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 
Contoh:  
Fi Zilāl al-Qur‟ān 
Al-Sunnahqabl al-tadwin 
Adapuntā‟ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, 
ditransliterasikan dengan  huruf [t]. contoh: 
 َِاللَِة َّ ْحَرَ ْٟ ِفَ ُْ ُ٘ : hum fi rahmatillāh 
 
8. Lafẓal-Jalālah(الل) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai muḍāfilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 
Adapun tā‟ marbūṭah diakhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-Jalālah 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
َِاللَ ُٓ ٠ِْد  : dįnullāh 
َِاللَِة َّ ْحَرَ ْٟ ِفَ ُْ ُ٘ : hum fi rahmatillāh  
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9. Huruf Kapital 
Walau sistemtulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
capital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka 
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 
CDK, dan DR). 
 Contoh: 
 WamāMuhammadunillārasul 
 Inna awwalabaitinwudi‟alinnāsiIallazi bi Bakkatamubārakatan 
 SyahruRamadān al-laziunzilafiih al-Qur‟ān 
 Nasir al-Din al-Tusi  
 Abu Nasr al-Farabi 
 Al-Gazāli 
 Al-Munqiz min al-Dalāl 
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Abstrak 
Nama : Abd Rahim R 
Nim : 10100114095 
Judul : Penetapan Peralihan Perwalian Terhadap Janda Karena Adhal di 
Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB (Studi Kasus Penetapan 
Nomor: 79/Pdt.P/2016/PA Sgm) 
  
Pokok masalah penelitian adalah penetapan peralihan perwalian terhadap 
janda yang walinya adhal atau enggan untuk menjadi wali didalam pernikahannya. 
pokok masalah tersebut selanjutnya dirumuskan kedalam beberapa sub masalah yaitu: 
kedudukan wali terhadap janda didalam perkawinan 2) Proses penyelesaian perkara 
wali adhal 3) Pertimbangan hakim dalam menetapkan adhalnya wali (penetapan No. 
79/Pdt.P/2016/PA.Sgm). 
 Jenis penelitian tergolong field research kualitatif deskriptif, dengan 
pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan normatif yang 
didukung dengan penelitian lapangan. Adapun sumber data penelitian adalah hakim 
Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB. Selanjutnya, metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah pengumpulan data dan wawancara. Lalu tekhnik pengolahan 
dan analisis data terdapat tiga tahapan: pengolahan data, analisis data dan penarikan 
kesimpulan. 
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 1) Kedudukan wali terhadap janda 
didalam perkawinan tidak dibedakan dengan gadis atau perawan sehingga kedudukan 
wali didalam perkawinan wajib sebagaimana pasal 19 Kompilasi Hukum Islam 
mengharuskan adanya wali terlepas dari pendapat yang berbeda mengenai kedudukan 
wali namun hukum yang berlaku di Indonesia mengharuskan adanya wali. 2) Dalam 
proses penyelesaian perkara permohonan wali adhal (Penetapan nomor: No. 
79/Pdt.P/2016/PA.Sgm) telah sesuai dengan proses penyelesaian perkara permohonan 
pada umumnya. 3). Pertimbangan hakim didalam memutus perkara permohonan wali 
adhal telah sesuai dengan semestinya berdasarkan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam. 
 Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Bagi Pemerintah, dalam persoalan 
permohonan wali adhal semestinya dalam proses penyelesaiannya mengutamakan 
dan metitik beratkan pada perdamaian, dimana persoalan perkawinan yang 
merupakan pesoalan yang sangan sakral apa lagi dalam masyarakat bugis makassar 
yang menjunjung siri‟ sedapat mungkin agar perdamaian itu menjadi hal yang utama 
antara anak dan orang tua atau wali atau dengan kata lain putusan untuk menyalahkan 
salah satu pihak adalah jalan yang paling terakhir karena penetapan adalnya wali 
adalah berarti menyalahkan wali. Sehingga meskipun perkawinan itu tetap dapat 
dilaksanakan dengan penetapan tersebut akan tetapi ada potensi keretakan hubungan 
antara anak dengan wali kedepannya. Sehingga perlu upaya yang lebih mendalam 
atau rancangan penyelesaian terkhusus perkara wali adhal.  
2) Bagi masyarakat, Penetapan wali adhal adalah jalan terakhir karena dapat 
berdampak pada hubungan yang tidak harmonis didalam keluarga. Begitupun juga 
terhadap orang tua atau wali semestinya pemahaman terhadap rukun dan syarat 
perkawinan itu menjadi hal yang utama dan sedapat mungkin tidak menjadi 
penghalang bagi perkawinan anak sebagaimana yang diharapkan bahwa nikah adalah 
ibadah. Adapun wali sebaiknya membantu dan menccari jalan yang terbaik untuk 
anaknya didalam menempuh kehidupan berumah tangga kecuali menyagkut hal-hal 
yang mendasar dan demi menegakkan syari‟at. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A.  Latar Belakang Masalah 
Perkawinan sangat penting bagi kehidupan baik laki-laki maupun perempuan 
yang merupakan fitrah manusia dimana laki-laki pada fitrahnya akan merasa tertarik 
kepada lawan jenisnya yaitu perempuan. Baik laki-laki dan perempuan memiliki 
kebutuhan biologis yang sama dengan makluk hidup lainnya sehingga pernikahan 
adalah jalan menyalurkan kebutuhan biologis tersebut namun bukan hanya memenuhi 
kebutuhan biologis semata melainkan juga membina rumah tangga yang pada 
dasarnya merupakan impian setiap orang pada umumnya. 
Perkawinan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau 
dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara 
norma agama, norma hukum dan norma sosial. Upacara perkawinan memiliki banyak 
ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya maupun kelas sosial. 
Penggunaan adat tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama 
tertentu pula. 
 Didalam Islam pernikahan yang di dalam Indonesia disebut perkawinan 
merupakan sesuatu yang dianjurkan karena pernikahan memiliki banyak manfaat baik 
dari segi pemenuhan biologis maupun dalam segi ibadah dimana pernikahan adalah 
salah satu ibadah di dalam Islam. Ada banyak anjuran-anjuran untuk menikah 
didalamnya sebagaimana dalam firman Allah swt. dalam QS. al-Nisa‟/4: َ3
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َ ََ ََ   َ َ َ ََ َ  َ  َ َ
 َََ ََ  َ  ََ َ َ  ََ  َ ََ ََََ
Terjemahnya: 
“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap  hak-hak) 
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah 
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua,tiga atau empat. Kemudian 
jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah)seorang saja, 
atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat 
kepada tidak berbuat aniaya”.1 
 
Adapun hadis Nabi tentang pernikahan atau perkawinan itu sendiri yaitu: 
 ِقاَْبما ِفّْصِنما ِفِ َالله ِقَّخَْيَوف ،ِناَْمي
ِ
لإْا َفْصِه ََلْكَْخ ْ سا ِدََلف َج َّوََزح ْنَم 
Artinya: 
Barangsiapa menikah, maka ia telah melengkapi separuh imannya. Dan 
hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya 
lagi. 
Didalam hadis Rasulullah saw. yang lain, Nabi saw. bersabda: 
 
  َضغَأ ُهَّ ه
ِ
َاف , ْج َّو ََتََْيَوف َةَءاَْبمَا ُُْكُنِم َعاَطَخ ْ سا ِنَم ، ِباَب َّ شمَا ََشَْعَم َيَ  , َِصََْبوِن
  ءاَجِو َُلَ ُهَّ ه
ِ
َاف ; ِمْو َّصمِبِ ِهَْيوََعف ْعِطَخ ْ َسي َْمم ْنَمَو , ِجْرَْفوِن ُنَصْحَأَو 
Artinya: 
Hai segenap kaum muda, siapa diantara kalian yang mampu 
bersenggama, menikahlah karena dengan menikah pandangan 
akanterjaga dan kemaluan akan lebih terpelihara. Sedangkan bagi yang 
tidak mampu, maka berpuasalah karena berpuasa dapat menahan hawa 
nafsu syahwatnya”  HR. Bukhari, Muslim, Abu dawud, Tirmidzi, Nasa‟i 
dan Ibnu Majah).
2
  
 Dari ayat dan hadis diatas, pernikahan adalah anjuran dan pernikahan 
sangat penting bagi kehidupan manusia. Didalam Islam, pernikahan merupakan 
                                                          
1
  Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur‟an. Al-Qur‟an dan Terjemahnya 
(Jakarta:1971), h. 115 
 
2
 Sayyid Sabiq. Fiqih Sunnah. (Jakarta: Al-I‟tishom, 2008), h. 163 
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suatu ibadah yang sebenarnya juga penting bagi kelestarian hidup manusia. 
Apalagi didalam berbangsa dan bernegara, pernikahan adalah salah satu hal yang 
fundamental dalam pertahanan, dan kelestarian bangsa dan negara. Akan tetapi, 
meskipun perkawinan didalam agama dan didalam hukum di Indonesia sendiri 
dibolehkan, namun ada juga rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga 
pernikahan walaupun itu sangat penting, akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat 
yang telah di tentukan. Hal ini untuk menjaga dan melindungi hak-hak yang 
dimiliki baik laki-laki maupun khususnya perempuan agar tidak terjadi sesuatu 
yang tidak diinginkan atau dengan kata lain, meminimalisir terjadinya 
penyimpangan didalam pernikahan itu sendiri. 
 Rukun yang harus dipenuhi saat ingin melangsungkan perkawinan telah 
di tentukan didalam Islam maupun didalam hukum yang berlaku di Indonesia. 
Salah-satu hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia, khususnya umat Islam 
yaitu Kompilasi Hukum Islam( KHI) yang didalamnya merupakan pengaplikasian 
hukum Islam khususnya kepada umat Islam di Indonesia. Salah satu rukun yang 
harus dipenuhi sebelum melangsungkan perkawinan yaitu adanya wali nikah yang 
memberi izin dan bersedia untuk menikahkan seorang perempuan. Sehingga anak 
perempuan untuk melangsungkan perkawinan juga harus mendapatkan izin 
walinya. Wali nikah menurut mayoritas ulama maupun dalam peraturan 
perundang-undangan di Indonesia merupakan sesuatu yang harus ada dalam 
perkawinan. Pada kenyataannya, wali nikah seringkali menjadi permasalahan atau 
halangan dalam melangsungkan suatu perkawinan karena wali nikah yang berhak 
ternyata tidak bersedia atau menolak untuk menjadi wali bagi calon mempelai 
perempuan dengan berbagai alasan. baik alasan yang dibenarkan oleh syara‟, 
maupun yang bertentangan dengan syara‟. Wali yang menolak atau tidak bersedia 
menikahkan disebut dengan istilah adhal (enggan). Penetapan bahwa seorang wali 
 4 
 
dinyatakan adhal harus didasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan 
syari‟at. Ketika terjadi penolakan wali, maka pihak KUA setempat akan 
memberikan surat penolakan untuk dilangsungkannya perkawinan. Meskipun 
calon mempelai perempuan berhak mengajukan permohonan penetapan wali 
adhal ke Pengadilan Agama. 
 Seorang perempuan tidak dapat melangsungkan perkawinan bilamana 
walinya menolak untuk memberi restu untuk melangsungkan perkawinannya. 
Yang menjadi persoalan apabila seorang wanita dan laki-laki telah saling 
mencintai dan ingin melangkah menuju jenjang perkawinan. Namun  karena tidak 
mendapatkan restu dari wali nasab yang dimilikinya, pernikahannya yang mereka 
rencanakan harus tersendak. Sedangkan perkawinan bertujuan untuk 
menghindarkan keduanya dari persinahan. Terlebih lagi, apabila perempuan 
tersebut telah dewasa dan berumur 21 tahun seperti apa yang disyaratkan didalam 
Kompilasi hukum Islam pada ayat (2) pasal 15 yaitu, bagi calon mempelai yang 
belum mencapai umur 21 tahun sebagaimana yang diataur dalam pasal 6 ayat (2), 
(3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.  
 Dalam kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Sungguminasa, seorang 
perempuan telah mencapai umur 21 tahun bahkan dalam perkara permohonan 
wali adal yang ditemui, pemohon telah mencapai umur 28 tahun dan telah 
berstatus sebagai janda cerai. Dalam perkara permohonan wali adhal ini, 
perempuan yang telah berstatus janda tersebut, ayahnya yang sebagai wali 
terhadap dirinya telah meninggal meskipun ia memiliki saudara laki-laki kandung 
namun tidak dapat bertindak sebagai wali nikah karena adiknya belum cukup 
umur sehingga status ayah sebagai wali, beralih kepada saudara kandung ayahnya. 
Namun ketika hendak melaksanakan perkawinan dengan laki-laki pilihannya, 
paman atau saudara kandung ayahnya yang berhak menjadi wali dalam 
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pernikahannya, menolak dan tidak mau memberi izin untuk menikahkannya 
sehingga wanita mengajukan permohonan wali adhal ke Pengadilan Agama 
Sungguminasa untuk kemudian menetapkan walinya adhal dan memohon agar 
hakim sebagai wali didalam perkawinannya. 
 Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti persoalan 
peralihan perwalian terhadap janda karena wali adhal. yang terjadi di Pengadilan 
Agama Sungguminasa (studi kasus Penetapan nomor: 79/Pdt.P/2016/PA Sgm). 
 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi fokus 
1. Fokus penelitian 
Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian 
yang akan dilakukan. Fokus penelitian harus diungkapkan secara eksplisit untuk 
mempermudah peneliti sebelum melaksanakan observasi. Penelitian ini 
dilaksanakan di Pengadilan Agama Sungguminasa dengan melakukan tinjauan 
pustaka, wawancara terhadap hakim dan pihak-pihak yang bersangkutan serta 
mengambil data-data yang dianggap perlu dalam penelitian ini 
Adapun fokus penelitian penulis adalah: 
a. Kedudukan Wali terhadap janda dalam Perkawinan 
b. Proses penyelesaian perkara permohonan wali adhal; 
c. pertimbangan hakim dalam penetapan wali adhal terhadap janda. 
 
2. Deskripsi Fokus 
Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan tidak terjadi 
kesalahpahaman maka peneliti memberikan definisi mengenai pembahasan skripsi 
ini, diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul skripsi yakni 
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“Penetapan Peralihan Perwalian terhadap Janda Karena Wali Adhal”  Studi Kasus 
Puenetapan Nomor : 79/Pdt.P/2016 /PA Sgm). 
a. Penetapan berarti keputusan pengadilan atas perkara permohonan (volunter) 
b. Wali Adhal berarti wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan 
atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan 
seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya. 
c. Janda berarti wanita yang tidak bersuami lagi kerena bercerai ataupun karena 
ditinggal mati suaminya.
3
 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis 
merumuskan pokok masalah yaitu “Bagaimanakah Tinjauan Yuridis Penetapan 
Peralihan Perwalian tehadap Janda karena Wali Adhal (Studi Kasus Penetapan 
Nomor :79/Pdt.P/2016/PA Sgm)?”. Agar permasalahan yang dibahas lebih fokus, 
maka dalam penelitian ini penulis merumuskan beberapa submasalah yang sesuai 
dengan judul di atas, yaitu: 
1. Bagaimana kedudukan wali didalam perkawinan wanita yang berstatus janda 
(Studi Kasus Putusan Nomor : 79/Pdt. P/2016/PA Sgm)? 
2. Bagaimanakah proses penyelesaian perkara permohonan wali adhal (Studi 
Kasus Putusan Nomor : 79/Pdt. P/2016/PA Sgm)?  
3. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penetapan wali adhal terhadap 
janda (Studi Kasus Putusan Nomor : 79/Pdt. P/2016/PA Sgm)? 
  
D. Kajian Pustaka 
                                                          
 
3
 Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI) 
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 Sebelum melakukan penelitian mengenai “Penetapan Peralihan Perwalian 
Terhadap Janda Karena Wali Adhal”, peneliti menemukan beberapa buku yang 
berkaitan dengan judul skripsi yang kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam 
penelitian ini, diantaranya:  
Pertama, buku yang berkaitan dengan masalah adalah buku karangan 
Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A. yang berjudul “Hukum Perdata Islam di 
Indonesia”. Dalam buku ini menjelaskan beberapa ketentuan-ketentuan tentang 
keperdataan Islam di Indonesia buku ini banyak mengacu kepada Kompilasi 
Hukum Islam di Indonesia sehingga sangat penting dalam membahas persoalan 
keperdataan Islam di Indonesia. 
Kedua, buku yang berkaitan dengan masalah adalah buku karangan 
P.N.H. Simanjuntak, S.H yang berjudul “Hukum Perdata Indonesia”. Dalam 
buku ini menjelaskan mengenai hukum perdata di Indonesia secara umum.  
Ketiga, buku yang berkaitan dengan masalah adalah buku karangan 
Abdul Syukur al-Azizi., yang berjudul “Fiqh Wanita” dalam buku ini membahas 
hukum-hukum fikih khusus bagi kaum wanita yang sangat penting untuk 
memahami hukum-hukum terhadap wanita. 
Keempat, buku yang berkaitan dengan masalah adalah buku karangan 
Sayyid Sabiq., yang berjudul “fiqih Sunnah” dalam buku ini membahas masalah-
masalah di dalam fiqih. 
Kelima, buku yang berkaitan dengan masalah adalah buku karanganَ
Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi., yang berjudul 
“Fiqih Empat Mazhab” dalam buku ini membahas permasalahan-permasalahan 
didalam fiqih dengan menyajikan pendapat-pendapat dari empat mazhab 
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Keenam, buku yang berkaitan dengan masalah adalah buku karangan 
Ropaun Rambe dan A. Mukri Agafi., yang berjudul “Implementasi Hukum Islam” 
dalam buku ini membahas Hukum Acara Peradilan. 
 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara bagi Permohonan Penetapan 
Wali Adhal (Studi Kasus Putusan Nomor: 79/Pdt.P/2016/PA Sgm). 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penetapan peralihan 
perwalian terhadap seorang janda (Studi Kasus Putusan Nomor: 
79/Pdt.P/2016/PA Sgm). 
Sedangkan terkait kegunaannya, penelitian ini diharapkan dapat berguna 
dalam hal: 
1. Kegunaan Ilmiah 
a. Sebagai media yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang 
hukum khususnya perkara-perkara yang merupakan kewenangan 
Pengadilan Agama. 
b. Media yang dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan 
mahasiswa/mahasiswi, serta menambah literatur atau bahan informasi 
ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penulisan 
ilmiah di bidang hukum. 
2. Kegunaan Praktis 
a. Sebagai acuan wacana bagi para praktisi pengambil kebijakan atau 
akademisi dalam menelaah suatu permasalahan di bidang hukum dan 
dapat pula digunakan untuk memberikan wacana ataupun pengetahuan 
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baru tentang hukum perdata didalam Pengadilan Agama bagi akademisi 
dan/atau masyarakat pada umumnya. 
b. Sebagai sebuah sumbangsih pemikiran yang dapat menjadi kepustakaan 
universitas sehingga dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian 
sejenis.  
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
A.  Tinjauan Umum tentang Perkawinan 
1. Pengertian Perkawinan  
Perkawinan atau pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan 
berlaku pada semua makhluknya. Baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-
tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih Allah swt. sebagai jalan bagi 
makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.
4
 
Perkawinan dalam Fiqih Islam perkatan yang sering dipakai adalah nikah 
atau zawaj. Kata nakaha banyak terdapat dalam Al-Qur‟an dengan arti kawin, 
seperti di dalam QS. al-Nisa‟/4:3, 
                             
                                
  
Terjemahnya: 
“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap  hak-hak) 
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah 
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian 
jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang 
saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih 
dekat kepada tidak berbuat aniaya.”5 
Nikah menurut bahasa : al-jam‟u dan al-dhamu yang artinya kumpul. 
Makna nikah Zawaj bisa diartikan dengan aqdu altazwij yang artinya akad nikah. 
Juga bisa diartikanَwath‟u al-zaujah bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang 
hampir sama dengan diatas menurut Rahmat Hakim, bahwa kata
                                                          
4
 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: 
Rajawali Pers, 2014), h. 6. 
 
 5 Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur‟an. Al-Quran dan Terjemahnya 
(Jakarta:1971),h.115. 
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11 
 
Nikah, berasal dari bahasa arab nikahunَyang merupakan masdar atau asal kata 
dari kata kerjaَ nakaha, sinonimnya tazawwaja kemudian diterjemahkan dalam 
bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab 
telah masuk dalam bahasa Indonesia.
6
 Dalam bahasa Indonesia, Kawin atau 
perkawinan. kata kawin adalah terjemahan dari kata nikah. Menikahi berarti 
mengawini, dan menikahkan sama dengan mengawinkan yang berarti menjadikan 
bersuami. Dengan demikian istilah pernikahan mempunyai arti yang sama dengan 
perkawinan.
7
  
Para ahli fikih berkata, zawwaj atau nikah, adalah akad yang secara 
keseluruhan didalammnya mengandung kata inkah atau tazwij hal ini sesuai 
dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang 
memberikan definisi perkawinan sebagai berikut: 
 
 َع َُهَانْعَمْوَأ ِْجيِو ْ َّتَما ِوَأ ِح َكَِّنما ٍظَْفوِب ٍئْطَو ُةَحَبِِا ُن َّمَضََخي ُدْل ا  
Artinya:  
 
“Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin 
dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya”8 
 Perkawinan dalam fikih berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu 
nikah dan zawaj. Menurut fiqih, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang 
paling utama dalam pergaulan, atau masyarakat yang sempurna.
9
 
                                                          
6
 Tihami dan Sohari Sahrani. Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, h. 6. 
7
 R.M. Dahlan,  Fikih Munakahat,  (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015 ), h. 3. 
8
 Tihami dan Sohari Sahrani. Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap,  , h. 8. 
9
 Indra Fani, “ Analisis Putusan Mengenai Perkara Peralihan Perwalian Dari Wali Nasab 
kepada wali Hakim karena Wali Adhal  studi kasus Pengadilan Agama Makassar)” Skripsi 
(Makassar : Fakultas Hukum Universitas Hasannuddin Makassar, 2014), h. 8. 
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Adapun menurut syarak, nikah adalah akad serah terima antara laki-laki 
dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya untuk 
membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang 
sejahtera. Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau 
kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah 
Saw., dan media yang paling cocok antar panduan agama Islam dengan naluriah 
atau kebutuhan biologis manusia, yang mengandung banyak hikmah dan nilai 
ibadah. Amat tepat kiranya, jika Kompilasi Hukum Islam menegaskan sebagai 
akad yang sangat kuat, perjanjian yang kokoh mitsaqan ghalidhan untuk menaati 
perintah Allah, dan melaksanakannya bernilai ibadah. 
Apabila pernikahan dipahami hanya sebagai ikatan atau kontrak 
keperdataan saja, akan dapat mengurangi nilai kesucian perkawinan sebagai 
bentuk dan instrumen ibadah sosial kepada Allah swt. Didalam pasal 2 Kompilasi 
Hukum Islam, Perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan 
untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
10
 
Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting 
terhadap manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Yang dimaksud 
dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 
wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah 
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, yang 
harus dilaksanakan sesuai agamanya masing-masing, dan harus juga dicatat 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11
 Menurut Prof. Dr. R. 
Wirjono Prodjodikoro, S.H., perkawinan merupakan suatu hidup bersama dari 
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 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
2013), h. 51. 
11
 Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata. (Depok: PT Rajagrafindo, 2016), h. 10. 
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seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat dan 
ketentuan hukum perkawinan. 
12
 
2. Dasar Hukum Perkawinanَ 
Perkawinan adalah hal yang sangat sakral didalam masyarakat pada 
umumnya dan menyangkut hubungan bukan saja kedua mempelai tetapi juga 
kepada keluarga kedua mempelai baik dari pihak laki-laki, maupun pihak keluarga 
perempuan. Selain itu, didalamnya juga ada hak dan kewajiban. Perkawinan itu 
juga merupakan peristiwa hukum dimana peristiwa hukum adalah semua kejadian 
atau fakta yang terjadi didalam masyarakat yang mempunyai akibat hukum. 
Misalnya peristiwa perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang 
menimbulkan akibat-akibat hukum (diatur oleh hukum) yaitu timbulnya hak dan 
kewajiban bagi kedua mempelai.
13
 Oleh karena itu perkawinan telah diatur baik 
didalam al-Qur‟an, hadits, dan begitu juga hukum yang berlaku di Indonesia 
seperti Kompilasi Hukum Islam yang diatur untuk orang-orang beragama Islam.  
Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada seorang laki-
laki dan perempuan yang mampu, dalam hal ini yang disapa adalah generasi muda 
al-Syabab untuk segera melaksanakannya.
14
 Islam melarang keras membujang, 
karena pilihan membujang adalah pilihan yang tidak sejalan dengan kodrat dan 
naluriah manusia yang normal. Allah Swt. menciptakan manusia adalah 
berpasang-pasangan, dan melanjutkan keturunan merupakan kebutuhan esensial 
al-dlarury manusia.
15
 Perkawinan atau pernikahan yang merupakan sunnatullah 
memiliki aturan-aturan baik didalam Islam maupun hukum yang mengatur tentang 
                                                          
12
 Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia (Jakarta: Kencana, 2015), h. 34. 
13
 Rahmat Syamsuddin,  Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014 ), 
h. 47. 
14
 Ahmad Rofiq,  Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 53. 
15
 Ahmad Rofiq,  Hukum Perdata Islam Di Indonesia, h. 54. 
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perkawinan di Indonesia. Hukum nikah (Perkawinan), yaitu hukum yang 
mengatur hubungan manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran 
kebutuhan biologis antarjenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan 
akibat perkawinan tersebut.
16
 
Sementara itu terkait dengan hukum menikah, Al-Qur‟an dan hadits 
sudah sangat jelas menyatakan bahwa Islam sangat menganjurkan kepada 
kaumuslimin yang mampu untuk melangsungkan pernikahan. Kendati demikian, 
kalau dilihat dari kondisi orang yang melaksanakan pernikahan serta tujuan 
pernikahan, maka dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh, ataupun 
mubah.
17
 Para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan 
syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk nikah dan khawatir terjerumus 
kedalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Yang 
demikian adalah lebih utama daripada haji, shalat, jihad, dan puasa sunnah. 
Demikian menurut kesepakatan para imam mazhab.
18
 
Dasar hukum menikah didalam Islam telah diatur dalam Al-Qur‟an dan 
Hadits berikut adalah dasar hukum perkawinan didalam Islam: 
a. Dalil Al-Qur’an 
Allah Swt. berfirman dalam  QS. al-Nisa‟/4:3 
َ ََ َ َ  َ َ َ ََ َ   َ  َ َ
 َََ ََ  َ  ََ َ َ  ََ  َ ََ َ
َََ 
                                                          
16
 Tihami dan Sohari Sahrani. Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap(Jakarta: 
Rajawali Pers, 2014), h. 9. 
17
 Abdul Syukur al-Azizi. Buku Lengkap Fiqih Wanita. ( Yogyakarta: DIVA Press, 2015), 
h. 184. 
18 
Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi. Fiqih Empat 
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Terjemahnya: 
Dan jika kamu tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah 
perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat dan 
jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang. 
Allah swt. juga berfirman didalam QS. al-Núr/24:32 
  َ   ََ  َ َ   َ   َََ  َ  َ
 َ َ َ ََ َ  َََََ 
Terjemahnya: 
Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-
orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan 
hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan 
memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas 
(pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.19 
b. Dalil As-Sunnah  
 Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas‟ud r.a dari Rasulullah saw. yang 
bersabda: 
 
 ُُْكُنِم َعاَطَخ ْ سا ِنَم ِباَب َّ شما ََشَْعَم َيَ :ص ِالله ُلْوُسَر َلَاك :َلَاك ٍدْوُعْسَم ِنْبا ِنَع
 ْو َّصمِبِ ِهَْيوََعف ْعِطَخ ْ َسي َْمم ْنَم َو  .ِجْرَْفوِن ُنَصْحَا َو َِصََْبوِن  َضغَا ُهَّ هَِاف ،ْج َّو ََتََْيَوف َةَءاَبمْا ِم
  ءاَجِو َُلَ ُهَّ هَِاف 
Artinya: 
Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian memiliki kemampuan, 
maka nikahlah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan 
menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, 
hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya.” 
(H.R. Bukhari-Muslim)
20
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 Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur‟an Depag RI. al Qur‟an dan Terjemahnya 
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 Meskipun hukum yang berlaku di Indonesia telah diatur tentang batas usia 
minimum untuk perkawinan sehingga baik laki-laki ataupun perempuan telah 
ditentukan batas usianya, namun didalam Islam terkait dengan hukum nikah dapat 
berlaku kondisional. Adapun hukum nikah dilihat dari kondisi orang yang 
melaksanakan pernikahan sebagai berikut: 
a. Pernikahan hukumnya wajib 
Bagi orang yang sudah mampu melangsungkan pernikahan, sedangkan 
ia takut tidak mampu menahan hawa nafsunya dan takut terjerumus didalam 
perzinahan, maka wajib baginya untuk menikah.
21
Mengenai hal ini, Al-Qurthubi 
berkata, “ orang yang mampu dan mengkhawatirkan diri dan agamanya menjadi 
rusak karena membujang, sehingga tidak mungkin mengatasinya kecuali dengan 
menikah, tidak ada perbedaan sedikitpun untuk menyatakan dia wajib menikah.”22 
b. Pernikahan hukumnya sunnah 
Bagi orang-orang yang nafsunya telah mendesak dan ia mampu untuk 
menikah, tetapi masih dapat menahan dirinya dari perzinahan, maka baginya 
sunnah untuk segera melangsungkan pernikahan. Bahkan baginya lebih utama 
menikah daripada tekun beribadah.
23
 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
orang yang sudah memiliki hasrat meskipun masih dapat mengendalikan dirinya 
tetap sangat dianjurkan untuk menikah. 
 
c. Pernikahan hukumnya haram 
Meskipun pernikahan itu adalah perintah Allah Swt., namun dalam 
melaksanakan perintah Allah ini juga diatur tata cara dan hal-hal yang wajib 
                                                          
21
Abdul Syukur al-Azizi. Buku Lengkap Fiqih Wanita ( Yogyakarta: DIVA Press, 2015), 
h. 184. 
22
 Sayyid Sabiq. Fiqih Sunnah (Jakarta: Al-I‟tishom, 2008), h. 163. 
23
 Abdul Syukur al-Azizi. Buku Lengkap Fiqih Wanita, h. 185. 
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diperhatikan sebelum melaksanakannya. Adapun hukum menikah menjadi haram 
bagi orang yang tidak dapat memenuhi hak istri baik hubungan seks maupun 
nafkah, karena tidak mampu sedangkan hasrat melakukannya cukup besar.
24
 
Menurut Al-Qurthubi, “Bila seorang laki-laki sadar tidak mampu menafkahi 
istrinya atau membayar maharnya atau memenuhi hak-hak istrinya, maka tidak 
boleh ia kawin, sebelum ia terus terang menjelaskan keadaannya atau datang 
saatnya ia mampu memenuhi hak-hak istrinya.”25 
Pernikahan yang diharamkan sebenarnya adalah pernikahan yang tidak 
sesuai dengan syariat Islam dan apabila pernikahan hanya bertujuan untuk 
menyakiti istri saja atau tujuan-tujuan lain yang dapat merugikan atau menyakiti 
salah satu pihak baik laki-laki maupun perempuan karena didalam pernikahan ada 
hak dan kewajiban maka itu adalah haram dan dilarang. 
d. Pernikahan hukumnya makruh 
Nikah hukumnya makruh bagi orang yang tidak sanggup memenuhi hak 
istri, baik berhubungan seks maupun nafkah, tetapi tidak membahayakan wanita, 
seperti bila wanita kaya dan tidak memiliki dorongan nafsu yang kuat untuk 
melakukan seks. Sedangkan dengan kondisi itu dia tidak dapat menjalankan 
beberapa amalan ibadah, maka tingkat kemakruhannya semakin tinggi.
26
 
 
 
 
e. Pernikahan hukumnya mubah 
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 Sayyid Sabiq. Fiqih Sunnah,  (Jakarta: Al-I‟tishom, 2008), h. 164. 
25
 Abdul Syukur al-Azizi. Buku Lengkap Fiqih Wanita, h. 185. 
26
 Sayyid Sabiq. Fiqih Sunnah, (Jakarta: Al-I‟tishom, 2008), h. 165. 
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Bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan 
segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah, 
maka hukumnya mubah.
27
 
Di Indonesia yang mengatur tentang tentang perkawinan adalah UU No. 
1 tahun 1974 tentang perkawinan beserta peraturan pelaksanaan dari Undang-
undang perkawinan tersebut, yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa 
melihan pada agama, asal usul, daerah, dan lain-lain.
28
Dalam membahas hukum 
perkawinan yang berlaku di Indonesia itu sendiri undang-undang yang mengatur 
tentang perkawinan memberikan gambaran umum tentang asas-asas dari hukum 
perkawinan di Indonesia adalah sebagai berikut: 
a. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal.  
b. Perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. 
Dengan demikian, perkawinan tidak sah menurut hukum negara jika 
perkawinan tersebut ditinjau menurut agama dan kepercayaan masing-
masing orang yang hendak kawin tersebut. 
c. Pada prinsipnya berlaku asas monogami. Artinya, oleh hukum yang berlaku 
di Indonesia, seorang suami hanya diperkenankan mengawini seorang istri 
saja, jadi tidak boleh memiliki lebih dari satu istri pada waktu yang 
bersamaan. Kekecualian terhadap berlakunya asas monogami ini terbuka 
oleh Undang-undang asalkan memenuhi syarat tertentu, termasuk syarat 
persetujuan dari istri yang sudah ada, dan harus sesuai pula dengan agama 
yang dianut. 
d. Untuk boleh melakukan perkawinan, Undang-undang mensyaratkan 
kematangan jiwa dan raga dari calon mempelai. Karenanya, undang-undang 
                                                          
27
 Abdul Syukur al-Azizi. Buku Lengkap Fiqih Wanita, h. 186. 
28
 Munir Fuady. Konsep Hukum Perdata. (Depok: PT Rajagrafindo, 2016),h. 10. 
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membolehkan dilangsungkannya perkawinan setelah calon pengantin 
menjadi dewasa, yakni sudah berumur 19 tahun bagi pria, dan 16 tahun bagi 
wanita. 
e. Perceraian dipersulit, karena Undang-undang menganggap bahwa tujuan 
perkawinan bukan untuk bercerai, tetapi untuk membentuk keluarga yang 
bahagia dan kekal abadi. 
f. Berlaku prinsip emansipasi antara suami dan istri sehingga kedudukan istri 
maupun suami adalah seimbang baik dalam rumah tangga maupun dalam 
masyarakat. 
g. Perkawinan tidak dipersulit. karena itu, keterlibatan pengadilan dalam 
proses perceraian adalah hanya sekedar untuk menjamin kepastian hukum 
dan keadilan bagi pihak suami dan istri. Dan syarat kecukupan umur atau 
dewasa untuk boleh kawin juga bukan untuk mempersulit pelaksanaan 
perkawinan, melainkan untuk menjamin agar perkawinan dapat menjamin 
kebahagiaan dan kekekalan.
29
 
3. Rukun dan Syarat Perkawinan 
Rukun dan syarat adalah hal yang harus diperhatikan dalam perkawinan, 
karena rukun dan syarat akan menentukan sah dan tidaknya suatu perkawinan. 
Rukun nikah adalah sesuatu yang wajib ada dalam sebuah pernikahan. Karena bila 
rukun tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut akan batal. Begitu juga dengan 
syarat yang mengikuti rukun, apabila tidak terpenuhi maka pernikahan itu akan 
fasid. Rukun nikah ada lima yaitu: calon mempelai pria, calon mempelai wanita, 
wali, dua orang saksi dan ijab qabul.
30
 Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam 
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 Munir Fuady. Konsep Hukum Perdata. (Depok: PT Rajagrafindo, 2016),h. 11. 
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 Abi Bakr bin Muhammad al Hussaini, Kifayat al Ahyar fi Halli Ghayat al Ikhtishar, 
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menyebutkan rukun nikah ada lima, dalam pasal 14, yaitu calon suami, calon istri, 
wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan qabul.
31
 
Hal ini telah sesuai dengan apa yang disyaratkan didalam Islam 
bahwasanya, harus ada kedua mempelai, wali nikah, saksi dan ijab kabul atau 
akad. Namun hukum perdata Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat 
perkawinan adalah persetujuan calon mempelai ( pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 16 yat 
(1) KHI). Persetujuan ini penting agar masing-masing suami dan istri dalam 
memasuki gerbang perkawinan dan berumah tangga, benar-benar dapat dengan 
senang hati membangun biduk rumah tangga, membagi tugas, hak, dan kewajiban 
masing-masing secara profesional.
32
 Untuk memperoleh gambaran yang jelas 
mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam maka syatrat-syarat 
perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, seperti sebagai berikut: 
a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya: 
1. Beragama Islam 
2. Laki-laki 
3. Jelas orangnya 
4. Dapat memberikan persetujuan 
5. Tidak terdapat halangan perkawinan 
b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya: 
1. Beragama Islam 
2. Perempuan 
3. Jelas orangnya 
4. Dapat dimintai persetujuan 
5. Tidak terdapat halangan perkawinan. 
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c. Wali nikah, syarat-syaratnya: 
1. Laki-laki 
2. Baligh (dewasa) 
3. Mempunyaii hak perwalian 
4. Tidak terdapat halangan perwaliannya 
d. Saksi nikah syarat-syaratnya: 
1. Minimal dua orang laki-laki 
2. Hadir dalam ijab qabul 
3. Dapat mengerti maksud akad 
4. Islam 
5. Dewasa33 
e. Ijab dan Qabul, syarat-syaratnya: 
1. Tamyiz (mampu membedakan). Kedua calon suami dan istri yang akan 
melangsungkan akad harus mumayyiz. Artinya, kalau salah satunya 
gila atau terlalu kecil sehingga belum mampu membedakan, maka 
akad nikah tidak sah. 
2. Kesamaan majelis ijab dan qabul tidak boleh disela oleh pembicaraan 
lain atau sesuatu yang menurut hukum kebiasaan dianggap 
menyimpang dan keluar dari permasalahan. 
3. Qabul tidak menyimpang dari ijab, kecuali jika penyimpangan itu 
mengarah kepada yang lebih baik daripada yang disebutkan dalam 
ijab, sehingga justru menunjukkan persetujuan yang lebih kuat. 
4. Setiap pihak yang melangsungkan akan mendengar ucapan lawan 
bicaranya dengan mengerti bahwa maksud ucapannya adalah akad 
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nikah, sekalipun keduanya tidak paham betul arti setiap kata-kata yang 
diucapkan. Sebab, substansinya adalah maksud dan niat.
34
 
Sedangkan menurut KUH Perdata Barat (KUH Per), syarat-syarat 
sahnya perkawinan (syarat material) antara lain: 
a. Berlaku asas monogami (pasal 27 KUH Per) 
b. Harus ada kata sepakat dan kemauan bebas antara si pria dan wanita (pasal 
28 KUH Per). 
c. Seorang pria sudah berumur 18 tahun dan wanita berumur 15 tahun (pasal 
29 KUH Per). 
d. Ada masa tunggu bagi wanita yang telah bercerai, yaitu 300 hari sejak 
perkawinan terakhir bubar (pasal 34 KUH Per). 
e. Anak-anak yang belum dewasa harus memperoleh izin kawin dari kedua 
orang tua mereka (pasal 35 KUH Per).
35
 
Agar suatu perkawinan sah secara hukum sehingga dapat mempunyai 
akibat hukum secara penuh, maka terhadap perkawinan yang berlaku tersebut 
diharuskan memenuhi beberapa syarat sahnya perkawinan. Yaitu, sebagai berikut: 
a. Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang yang berlaku, maka pada 
prinsipnya seseorang tidak boleh melangsungkan perkawinan jika agama 
dan kepercayaan yang dianutnya melarang perkawinan tersebut. 
b. Perkawinan haruslah dilakukan atas dasar persetujuan masing-masing 
calon mempelai. Jadi, apa namanya “Perkawinan paksa” dilarang oleh 
hukum. 
c. Perkawinan haruslah dilakukan setelah calon pengantin menjadi dewasa, 
yakni sudah berumur 19 tahun bagi pria, dan 16 tahun bagi wanita. Dalam 
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hal salah satu atau kedua calon mempelai belum berumur 19 tahun (bagi 
pria) dan/atau 16  tahun (bagi wanita), Tetapi mereka mempunyai cukup 
alasan untuk melangsungkan perkawinan, maka calon mempelai yang 
belum cukup umur untuk kawin tersebut dapat meminta dispensasi untuk 
dapat melangsungkan perkawinan. Dispensasi mana dapat diminta di 
pengadilan yang berwenang atau kepejabat lain yang ditunjuk oleh kedua 
orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Satu dan lain hal tersebut 
berlaku selama agama dan kepercayaan masing-masing pihak tersebut 
tidak menentukan lain. 
d. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak yang melangsungkan 
perkawinan belum berumur 21 tahun, maka terhadap perkawinan tersebut 
haruslah mendapat izin dari pihak kedua orang tua dari pihak yang masih 
berumur dibawah 21 tahun tersebut. Jika salah seorang dari orang tua 
tersebut telah meninggal dunia, atau dalam keadaan tidak mampu 
menyatakan kehendaknya, maka izin tersebut cukup diminta dari orang 
tuanya yang masih hidup atau dari orang tuanya yang dapat menyatakan 
kehendaknya. Dan apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia atau 
tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin tersebut dapat 
diperoleh dari walinya, atau dari orang yang memeliharanya, ataupun dari 
keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus 
keatas selama mereka masih hidup dan mampu menyatakan kehendaknya. 
Dalam hal ada perbedaan pendapat diantara masing-masing pihak yang 
harus memberikan izin tersebut, maka pengadilan dapat memberikan izin 
setelah mendengar seluruh pihak tersebut. Satu dan lain tersebut berlaku 
selama agama dan kepercayaan masing-masing pihak tersebut tidak 
menentukan lain. 
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e. Satu orang laki-laki, hanya dapat melangsungkan perkawinan dengan satu 
orang wanita saja. Kecuali memenuhi syarat, alasan dan prosedur untuk 
beristri lebih dari satu (berpoligami). 
f. Laki-laki hanya dapat melangsungkan perkawinan dengan wanita saja, 
perkawinan sejenis kelamin dilarang oleh hukum. 
g. Kecuali ketentuan agamanya memiliki ketentuan lain, maka seorang tidak 
boleh kawin untuk ketiga kalinya degan pasangan yang sama. Artinya, jika 
seseorang telah bercerai kemudian kawin lagi untuk kedua kalinya dengan 
pasangan yang sama, kemudian cerai lagi, maka mereka tidak 
diperkenankan kawin untuk ketiga kalinya dengan pasangan yang sama. 
h. Wanita yang perkawinannya sudah putus, maka tidak boleh kawin lagi 
sebelum berlalu masa tunggunya (masa iddah). 
i. Perkawinan tidak boleh dilakukan dengan pihak-pikah yang dilarang oleh 
undang-undang. Pihak-pihak yang menurut hukum tidak boleh dikawini 
adalah sebagai berikut: 
1. Mereka yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah 
atupun keatas. 
2. Mereka yang berhubungan darah dengan garis keturunan menyamping, 
yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan 
seorang dengan saudara neneknya. 
3. Mereka yang berhubungan semenda, yaitu, mertua, anak tiri, menantu, 
dan ibu atau bapak tiri. 
4. Mereka yang berhubungan sesusuan. Yaitu orang tua susuan, anak 
susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan. 
5. Mereka yang berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau 
kemanakan dari istri, dalam hal suami beristri lebih dari satu orang. 
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6. Mereka yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau 
peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
36
 
4. Tujuan Perkawinan  
Perkawinan didalam Islam yang diperintahkan baik didalam Al-Qur‟an 
dan Hadits tentunya memiliki tujuan yang baik bagi manusia pada umumnya. 
Wanita adalah seorang manusia, sebagaimana halnya laki-laki. Kedua mahluk ini 
tidak dapat dibedakan dari aspek kemanusiaannya. Pernikahan yang merupakan 
sebuah fiitrah manusia yang secara naluriah memang membutuhkan pernikahan 
itu sendiri. Semetara itu,  didalam sebuah hadits dijelaskan sebagai berikut: 
 َفْصِه ََلْكَْخ ْ سا ِدََلف ُدْبَعمْا َج َّوََزح اَذِا :ص ِالله ُلْوُسَر َلَاك ،ىليهبما ةياور فى و
 ِقاَبمْا ِفّْصِنما ِفى َالله ِقَّخَْيَوف ،ِنْي ِّلا 
Artinya: 
“Apabila seorang hamba menikah maka telah sempurna separuh 
agamanya. maka takutlah kepada Allah Swt. untuk separuh sisanya” 
(HR. Baihaqi)
37
 
 
Berangkat dari hadits tersebut diatas maka begitu pentingnya sebuah 
penikahan hingga dikatakan bahwa telah sempurna separuh agamanya orang yang 
telah menikah. Tentunya ada hal-hal yang menjadi tujuan didalam Islam itu 
sendiri sehingga, menikah begitu diutamakan. Ahmad Azhar Basyir menyatakan 
bahwa tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri 
hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, dalam rangka 
mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.
38
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Pernikahan merupakan kondisi alamiah yang paling baik dan aspek 
biologis yang paling tepat untuk menyalurkan dan memenuhi kebutuhan naluri 
seks. Dengan cara ini, kegelisahan akan teredam, gejolak jiwa menjadi tenang, 
pandangan terjaga dari objek-objek yang haram, dan perasaan lebih nyaman untuk 
meraih apa yang dihalalkan oleh Allah.
39
selain itu, pernikahan bertujuan agar 
tercipta sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Hal itu ditegaskan 
oleh Allah Swt didalam QS. al-rum’/30:21 sebagai berikut: 
 َْحَرَو ًة َّدَوَم َُْكُنَْيب َلَعَجَو َاَْيهه
ِ
ا اُونُكَْسدِم اًجاَوْزَأ ُْكُِسُْفهَأ ْنِم َُْكُم ََقوَخ ْنَأ ِهِثَٓيَأ ْنِمَو ۚ ًة
 َنوُرَّكَفََخي ٍمْوَلِم ٍتَٓيََل َِلِ ََٰذ ِفِ َّن
ِ
ا 
Terjemahnya: 
 “Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu 
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya 
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 
berfikir.”40 
 Dengan demikian tujuan pernikahan adalah untuk membentuk atau 
menenangkan baik laki-laki, maupun perempuan, sehingga lebih dekat kepada 
Allah Swt., dan tidak mudah terpengaruh dari hal-hal negatif karena pada 
dasarnya setiap individu membutuhkan ketenangan yang hadir karena telah 
menikah dan tercukupi kebutuhan biologis sehingga terjaga kehidupannya dari 
perbuatan yang dilarang oleh agama. hal ini sejalan dengan tujuan pernikahan 
menurut Kompilasi Hukum Islam untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga 
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yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (keluarga yang tentram penuh kasih 
sayang). 
B.  Tinjauan Umum Perwalian 
1. َPengertian Perwalian dan Macam-macam Wali 
Adapun pengertian perwalian (Al-wilayah) adalah hak syar‟i  dibenarkan 
syariat) yang dengan keberadaannya, suatu perkara berlaku kepada orang lain 
secara paksa. Perwalian ini terbagi dua: perwalian khusus, dan perwalian umum. 
Perwalian khusus, mencakup perwalian atas diri dan perwalian atas harta. 
Perwalian yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah perwalian atas diri. Atau 
lebih tepatnya perwalian atas diri dalam pernikahan. 
Secara etimologis, wali mempunyai arti pelindung, penolong, atau 
penguasa. Wali mempunyai banyak arti, antara lain: 
a. orang yang menurut hukum (Agama atau adat) diserahi kewajiaban 
mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa. 
b. Pengasuh pengantin prempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan 
janji nikah dengan pengantin laki-laki); 
c. Orang saleh (suci), penyebar agama; 
d. Kepala pemerintah dan sebagainya.41  
Dari pengertian-pegertian tersebut diatas, wali yang dimaksud adalah 
wali yang berwenang menikahkan anak perempuannya dengan pengantin laki-
laki. Sementara itu, yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang 
yang karena kedudukannya, berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama 
orang lain Sedangkan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak 
atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. 
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Wali nikah dalam Islam adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon 
mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya hal ini telah terang 
dijelaskan pada pasal 19 Kompilasi Hukum Islam apabila rukun ini tidak 
terpenuhi, maka status perkawinannya tidak sah. Selanjutnya menurut pasal 20 
Kompilasi Hukum Islam yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki 
yang mempunyai syarat hukum Islam yakni, mukmin,dan  akil-baligh.
42
 
Setelah membahas tentang pengertian wali maka kita dapat 
menyimpulkan apa yang dimaksud wali terkhusus didalam perkawinan yaitu, wali 
adalah orang yang bertindak menikahkan dan memberi izin dalam pernikahan 
anak perempuan atau calon pengantin wanita. Didalam Islam, secara umum ada 
beberapa jenis wali nikah diantaranya adalah sebagai berikut: 
a. Menurut kewenangannya 
Jika dilihat dari kewenangannya, wali nikah dibagi menjadi dua berikut 
keterangan selengkapnya: 
1. Wali mujbir 
Wali mujbir adalah wali yang berhak menikahkan wanita perawan, baik 
wanita tersebut masih kecil atau sudah besa tanpa meminta persetujuan terlebih 
dahulu kepada wanita tadi. Adapun yang tergolong wali mujbir adalah ayah dan 
kakek dari si wanita. 
43
 
 
 
2. Wali mukhayyir 
Menurut ulama Syafi‟I, yang dimaksud dengan mukhayyir adalah semua 
wali (termasuk ayah dan kakek) bagi janda, yang harus ditanya terlebih dahulu 
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persetujuan dari janda tersebut, ketika wali memilihkan calon suami atau emas 
kawin untuknya. Jika janda itu masih kecil, belum akil-baligh, maka wali tidak 
boleh menikahkannya hingga ia sudah akil-baligh. Sementara itu, para ulama dari 
mazhab Hanafi dan hambali memiliki pendapat yang berbeda. Menurut mereka, 
yang dimaksud dengan wali mukhayyir adalah semua wali, ketika menikahkan 
wanita yang sudah dewasa, tanpa memandang apakah ia perawan atau janda. 
b. Menurut garis keturunan 
Menurut para ulama ada banyak jenis wali, baik yang berhubungan 
nasab ataupun sebab lainnya. Diantara wali-wali tersebut adalah: 
1. Wali nasab, 
2. Wali akrab, 
3. Wali karena memerdekakan hamba sahaya, 
4. Wali karena wasiat, 
5. Wali karena perjanjian tertentu, 
6. Wali hakim, 
7. Wali muhakkam 
Dari wali tersebut, yang bisa dijadikan sebagai pedoman dalam wali 
nikah adalah wali nasab, hakim, dan muhakkam.
44
namun didalam Kompilasi 
Hukum Islam hanya dikenal dua macam wali, yaitu wali nasab dan wali hakim. 
wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan kelompok yang 
satu didahulukan daripada kelompok yang lain sesuai erat tindakannya. Susunan 
kekerabatan dengan calon mempelai perempuan. Oleh karena itu, penting untuk 
mengetahui pengertian dari wali nasab dan wali hakim adapun pengertiannya 
adalah sebagai berikut: 
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a. Wali nasab 
Wali nasab adalah wali yang hak perwaliannya didasarkan karena 
adanya hubungan darah.
45
. Urutan dari wali nasab sebagai berikut: 
1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas. Yakni ayah, kakek dari 
pihak ayah, dan seterusnya. 
2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, atau saudara laki-laki 
seayah, dan keturunan laki-laki mereka. 
3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung seayah, 
saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. 
4. Kelompok saudara laki-laki kandung, kakek, saudara laki-laki seayah, 
kakek, dan keturunan laki-laki mereka. 
Lebih lanjut diatur juga apabila pada satu kelompok wali ada persamaan 
hak, maka yang lebih derkat adalah yang lebih dekat derajat kekerabatannya 
dengan calon mempelai perempuan.
46
  
b. Wali hakim 
Di dalam Kompilasi Hukum Islam, Wali hakim ialah wali nikah yang 
ditunjuk Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi 
kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah (Pasal 1 b KHI).
47
 Dengan 
demikian, Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah (Menteri 
Agama) untuk bertindak sebagai wali dalam sebuah pernikahan, atau orang yang 
mendapatkan mandat dan kuasa untuk mewakilinya. Adapun yang dijadikan dasar 
diperbolehkannya wali hakim ialah hadis dari Aisyah Ra. Berikut: 
Apabila seorang wanita menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. 
Maka, ia menerima mahar hanya sekedar menghalalkan fajrinya. Apaila 
wali menolak atau enggan menikahkannya, maka sultan (hakim)lah yang 
                                                          
45
 Ahmad Rofiq. Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
2013), h. 66. 
46 
 Happy Santoso. Nikah Siri Apa Untungnya(Jakarta:Visimedia, 2007), h. 81-82. 
47
 Simanjuntak. Hukum Perdata Indonesia (Jakarta: Kencana, 2015), h. 82. 
31 
 
 
berhak menjadi wali bagi wanita yang tidak memiliki wali.” HR. Imam 
Empat, kecuali Nasa‟i)48 
Dari penjelasan tersebut diatas bahwa wali nikah atau wali untuk seorang 
wanita saat ingin melangsungkan perkawinan, didalam Kompilasi Hukum Islam 
yang berlaku di Indonesia sendiri dibagi menjadi dua berdasarkan Pasal 19 ayat 
(2) sehingga bagi seorang perempuan yang wali nasabnya menolak untuk 
menikahkannya dengan laki-laki yang ia sukai, ia dapat mengajukan permohonan 
wali hakim sebagai wali didalam perkawinannya. 
Adapun syarat wali hakim dapat bertindak, apabila wali nasab tidak ada 
atau tidak mungkin menghadirkannya, atau tidak diketahui tempat tinggalnya, 
atau gaib atau adhal atau enggan. Dalam hal wali adhal atau enggan, maka wali 
hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan 
Agama tentang wali tersebut (Pasal 23 KHI).
49
 
2. َKedudukan dan Syarat-syarat Wali 
Kedudukan wali didalam pernikahan sangatlah penting dan menjadi 
salah sati rukun didalam perkawinan. Seorang perempuan membutuhkan wali 
untuk menikahkannya baik didalam hukum Islam maupun hukum yang berlaku 
didalam Indonesa. Adapun penulis membagi kedudukan wali sebagai berikut: 
 
a. Menurut fiqih 
Para ulama fiqih berbeda pendapat dalam masalah wali, apakah ia 
menjadi syarat sahnya pernikahan atau bukan. Imam Malik berpendapat bahwa 
tidak sah pernikahan tanpa wali. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Syafi‟I, 
Imam Abu Hanifah, Zufar, Al-Sya‟bi dan Al-Zuhri berpendapat bahwa apabila 
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seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, sedang calon sebanding 
 kufu‟) maka pernikahannya boleh.50Abu Dawud memisahkan antara gadis dan 
janda dengan syarat adanya wali pada gadis dan tidak mensyaratkan pada janda. 
Banyak sekali ulama yang berendapat, wanita tidak boleh menikahkan dirinya 
sendiri ataupun orang lain. Dan akad tidak berlaku dengan ungkapanya. Karena 
wali adalah syarat sah akad dan orang yang melakukan akad tidak boleh selain 
wali. Dalilnya adalah sebagai berikut: 
1. Firman Allah swt. didalam QS. al-Núr/24:32: 
  َ   ََ  َ َ  َ   َََ  َ  َ
 َ َ َ ََ َ  َََ   
 
Terjemahnya: 
“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang 
yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-
hamba sahayamu yang perempuan.”51 
 
2. Firman Allah Swt. dalam QS. al-Baqarah‟/2:221: 
 
َ َ َ َ ََ  َ َ َ َ ََ ََ
َ َ َ َ ََ َ َ ََََ ََ
   َ  َ َ َََ   َ َ  َ  َ   ََ  َ َ
 ََ  َََََ
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Terjemahnya: 
Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka 
beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita 
musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan 
orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka 
beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, 
walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah 
mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan 
ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka 
mengambil pelajaran.”52 
3. Abu Musa Al-Asy‟ari ra. Menuturkan bahwa Rasulullah saw. bersabda: 
 ٍِّلَوِب َّلإ
ِ
ا َحَكَِنَلإ  
Artinya: 
“Tidak sah nikahan tanpa wali.”  HR. Ahmad, Abu Dawud,Tirmidzi, Ibnu 
Hibban dan Hakim) kedua perawi terakhir menilai hadis ini sahih.”53 
Adapun golongan yang tidak mensyaratkan wali menggunakan alasan 
dengan firman Allah Swt QS. al-Baqarah‟/ 2:234: 
 َ   ََ  َ  َ  َ   َ َ َََ َ
 َ  ََ  َََََ َ   َََ َ
 َ      
Terjemahnya: 
Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan 
isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) 
empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka 
tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri 
mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”54 
Menurut mereka, ayat tersebut merupakan dalil atas diperbolehkannya 
wanita untuk menikahkan dirinya sendiri. Mereka juga mengatakan bahwa 
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perbuatan menikahkan yang disandarkan kepada wanita, banyak disebutkan dalam 
QS. al-Baqarah‟/2:232: 
 َ َ   َ  ََ َ  ََ َ  َ َ  َ
َ   ََ  َ َ ََ ََ  َ  َ   َ ََ  َ
  َ َ   ََََََ َََ 
Terjemahnya: 
Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka 
janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal 
suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang 
ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di 
antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan 
lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”55 
 
 Disamping ayat-ayat Al-Qur‟an, juga disebutkan dalam hadis: 
 
 ُحَكُْنث َلإ :ص ِالله ُلْوُسَر َلَاك :َلَاك َةَرْيَرُه ِبَِا ْنَع ُرْكِبمْا َلإ َو ،َرَْمأَخ ْ ُسج َّتََّح ُ ِّيَِلإْا
 َتُكَْسج ْنَا :َلَاك ؟َاُنُْذِا َفْيَك َو ،ِالله َلْوُسَر َيَ :اُْومَاك .َنَْذأَخ ْ ُسج َّتََّح 
Artinya: 
Dari Abu Hurairah r.a Rasulullah Saw. Telah bersabda,”janganlah 
dinikahkan perempuan janda sebelum dimintai pendapanya dan perawan 
sebelum dimintai izinnya. “ sahabatnya bertanya,”bagaimana caranya 
izinnya perawan itu Rasulullah? ”beliau menjawab,”diamnya adalah 
izinnya.” HR. jama‟ah) 
 Dalam hadis lain juga disebutkan: 
 ُلْوُسَر َلَاك :َلَاك ٍساَّبَع ِنْبا ِنَع  ُرْكِبمْا َو ،َا ِّيهِهَو ْنِم َاهِسَْفنِب  قَحَا ُّبِيَّثمَا :ص ِالله
 َاُتُا َُصُ َاُنُْذِا َو ،َاهِسَْفه ِفى ُنَْذأَخ ْ ُسج 
Artinya: 
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Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Rasulullah Saw. Bersabda,”janda itu lebih 
berhak kepada dirinya sendiri daripada walinya. Dan gadis hndaknya 
dimintai izinnya dalam perkara dirinya. Dan izinnya adalah diamnya” HR. 
Jama‟ah, kecuali Bukhari). 
Dalam riwayat Ahmad, Muslim, Abu dawud, dan Nasa‟I dikatakan, 
“seorang gadis hendaknya minta izin kepada ayahnya.” maksudnya sebelum 
diadakan akad nikah harus ditanya lebih dahulu tentang persetujuannya. 
b. Menurut Undang-Undang 
 Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan 
diatur sebagai berikut: 
1. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 
(dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin dari kedua orangtua (pasal 6 
ayat 2). 
2. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau 
dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang 
dimaksud ayat 2 ini cukupَ diperoleh dari orang tua yang 
mampumenyatakan kehendaknya (pasal 6 ayat 3). 
3. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan 
tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali 
orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah 
dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan 
dapat menyatakan kehendaknya (pasal 6 ayat 2)
56
 
Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 14 bagian poin 
3 wali nikah termasuk didalam rukun perkawinan. Sehingga tentu kedudukan wali 
ini sangat penting didalam perkawinan dan menunjang sahnya perkawinan. 
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3. Wali Adhal  
Wali Adhal ialah wali yang enggan atau wali yang menolak .Maksudnya 
seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau 
menjadi wali dalam perkawinan anak perempuannya dengan seorang laki-laki 
yang sudah menjadi pilihan anaknya.
57
 
Apabila wali itu tidak mau menikahkan wanita yang telah baligh yang 
akan menikah dengan seorang pria yang kufu‟, maka dinamakan wali adhal. 
Apabila terjadi seperti itu maka perwalian langsung pindah kepada wali hakim. 
Adapun hadis tentang wali yang menolak atau enggan menikahkan 
anaknya sebagai berikut: 
 
 
ِ
َاف ،  لِطَبِ ا َُحَُكََِنف ،  لِطَبِ ا َُحَُكََِنف ،  لِطَبِ ا َُحَُكََِنف َا ِّيهِهَو ِنْذ
ِ
ا ِْيَْغِب ْتَحََكن ٍةَأَرْما اَم يَأ ْن
 َلإ ْنَم  ِلَو ُناَْطو  سمَاف اْوُرَجَخ ْ شا ِن
ِ
اَو ،ا َِجَِْرف ْنِم َّلَحَخ ْ سا اَمِب ُْرهَْمما َاَهَوف َاِبِ َلَخَد
ََهم َِّلَوا  
Artinya: 
“Apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya 
batal. Jika si suami telah menggaulinya, maka dia berhak menerima mahar 
sekedar menghalalkan farjinya. Apabila walinya menolak atau enggan 
menikahkannya, maka sultan (hakim) lah yang menjadi wali bagi 
perempuan yang tidak memiliki wali.”  Riwayat Imam Empat kecuali al-
Nasa‟i)”58 
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Menurut ketentuan hukum Islam, pernikahan dapat dinyatakan sah 
apabila dilakukan dengan perantaraan wali nikah sebagaimana disebutkan pada 
pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Dalam kenyataannya, tidak jarang dijumpai 
wali nikah tersebut tidak bersedia menjadi wali nikah dengan berbagai alasan.
59
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan Peneliti adalah field research, yaitu 
penelitian lapangan yang dilakukan dengan dengan mengunakan beberapa metode 
seperti wawancara, observasi, serta menemukan fakta-fakta di lapangan yang 
terkait dengan penelitian ini. 
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah di Pengadilan Agama 
Sungguminasa, yang terletak di Jl.َ Mesjid Raya, Gowa. Yang akan menjadi 
informan pertama dalam penelitian ini akan ditentukan sendiri oleh peneliti 
sampai akhirnya semua data yang diperlukan guna untuk mendalami pembahasan 
yang akan diteliti. 
B. Pendekatan Penelitian 
Untuk mendapatkan suatu data yang sesuai dengan pokok pembahasan, 
maka pendekatan yang digunakan yaitu:. 
1. Pendekatan yuridis, pendekatan yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan  yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.  
2. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang menelusuri pendekatan syari‟at 
Islam seperti al-Qur‟an dan Hadist  yang relevan dengan masalah yang 
dibahas. 
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C. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang hasil 
penelitian adalah sebagai berikut. 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama dan utama yang 
dilakukan secara langsung melalui field research atau penelitian lapangan 
meliputi wawancara atau observasi dengan para informan penelitian agar 
mendapat keterangan yang lebih jelas atas data yang diperoleh. 
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melaui library research atau penelitian 
kepustakaan, dengan ini penulis berusaha menelusuri dan mengumpulkan data 
dari semua bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, 
seperti peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal ilmiah, tulisan 
makalah, jurnal atau arsip, internet dan bahan lain dalam bentuk tertulis yang 
berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Dalam pengumpulan data yang sesuai dengan tema penelitian ini, penulis 
menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi: 
1. Kajian Kepustakaan (Library Research), yaitu metode pengumpulan data dengan 
membaca dan menelusuri literatur-literatur yang berkaitan dengan judul, baik dari 
Undang-Undang, buku-buku maupun literatur-literatur lainnya. 
2. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu mengadakan pengumpulan data 
dengan terjun langsung di lapangan penelitian, dengan  menggunakan  teknik  
penyaringan data sebagai berikut :  
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a. Observasi atau disebut juga dengan pengamatan, yaitu metode pengumpulan 
data yang berkaitan dengan penelitian ini tentang penetapan peralihan 
perwalian karena adhal, dengan cara pengamatan yang dilakukan secara 
langsung pada lokasi yang menjadi objek atau tempat penelitian. Dalam hal ini 
adalah melakukan penelitian langsung di Pengadilan Agama Sungguminasa. 
b. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data melalui percakapan dengan 
maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua belah pihak yang 
pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang mempunyai 
informasi mengenai pembahasan yang sedang dilakukan. 
Adapun dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak-
pihak yang menangani perkara ini di Pengadilan Agama Sungguminasa terkait 
dengan Penetapan Peralihan Perwalian Terhadap Janda Karena Wali Adhal. 
E. Instrument Penelitian 
Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian 
adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus “diujivalidasi”. Ujivalidasi 
marupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan 
data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Suatu insturumen dikatakan valid apabila 
mampu mencapai tujuan pengukurannya, yaitu  mengukur apa yang ingin diukurnya  
dan mampu mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan.  
Peneliti kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus 
penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, 
menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas 
temuannya. 
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F. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data 
1. Pengolahan Data 
Pengolahan data yang dilakukan yaitu berdasarkan pada setiap perolehan 
data dari lapangan kemudian direduksi. Reduksi data merupakan proses pemulihan, 
pemusatan perhatian pada penyerderhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar 
yang muncul di lapangan dengan penajaman tekhnik analisis, setelah itu 
dideskripsikan, dianalisis, kemudian ditafsirkan. 
2. Analisis Data 
 Untuk membuktikanَapa yang telah dikemukakan, maka dalam penelitian ini 
digunakan dua metode analisis, yaitu : 
a. Analisis Kualitatif, yaitu analisis yang menggunakan masalah  tidak dalam 
bentuk angka-angka, tetapi berkenaan dengan nilai yang didasarkan pada  hasil 
pengolahan data dan penilian penulis. 
b. Analisisَ komparatif, metode yangَ dipergunakan untuk membandingkan data 
yang telah ada kemudian ditarik kesimpulan. 
 
G. Keabsahan Data 
Dalam pengujian keabsahan data tersebut dilakukan dua cara sebagai 
berikut : 
1. Meningkatkan ketekunan 
Meningkatkan ketekunan berarti melakukan  pengamatan secara lebih 
cermat dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat  
melakukan pengecekan kembali  apakah data yang ditemukan itu  salah atau tidak 
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sehingga dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa 
yang diamati dan meningkatkan kredibilitas data. 
  
2. Menggunakan bahan referensi. 
Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung 
untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai  contoh, data 
hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara sehingga data 
yang didapat menjadi kredibel atau  lebih dapat dipercaya. Jadi, dalam penelitian ini 
peneliti akan menggunakan  rekaman wawancara dan foto-foto hasil observasiَ
sebagaiَbahan referensi. 
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BAB IV 
ANALISIS MENGENAI  PENETAPAN WALI ADHAL TERHADAP JANDA 
DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB 
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB 
1. Sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa 
Pada mulanya Kabupaten Gowa adalah sebuah Kerajaan di Sulawesi Selatan 
yang turun temurun diperintah oleh seorang Kepala pemerintah disebut “Somba” atau 
“Raja”. Daerah TK.II Gowa pada hakikatnya mulai terbentuk sejak beralihnya 
pemerintah Kabupaten Gowa menjadi Daerah TK.II yang didasari oleh terbitnya 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II, 
Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, yang diperkuat Undang –Undang Nomor 2 
Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II di Sulawesi (Tambahan Lembaran 
Negara RI No. 1822). 
Kepala Daerah TK.II Gowa yang pertama “Andi Ijo Dg Mattawang Karaeng 
Lalowang “ yang juga disebut nama Sultan Muhammad Abdul Kadir Aididdin 
Tumenanga Rijongaya, dan merupakan Raja Gowa yang terakhir (Raja Gowa ke 
XXXVI). Somba sebagai Kepala pemerintah Kabupaten Gowa didampingi oleh 
seorang pejabat di bidang agama Islam yang disebut “kadi”  Qadli). Meskipun 
demikian tidak semua Somba yang pernah menjadi Raja Gowa didampingi oleh 
seorang Qadli, hanya ketika agama Islam mulai menyebar secara merata dianut oleh 
seluruh rakyat kerajaan Gowa sampai ke pelosok-pelosok desa, yaitu sekitar tahun 
1857 M. Qadli pertama yang diangkat oleh Raja Gowa bernama Qadli Muhammad 
Iskin. Qadli pada waktu itu berfungsi sebagai penasehat Kerajaan atau Hakim Agama 
yang bertugas memeriksa dan memutus perkara-perkara di bidang agama, demikian 
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secara turun temurun mulai diperkirakan tahun 1857 sampai dengan Qadli yang 
keempat tahun 1956. 
Pada mulanya Kabupaten Gowa adalah sebuah Kerajaan di Sulawesi Selatan 
yang turun temurun diperintah oleh seorang Kepala pemerintah disebut “Somba” atau 
“Raja”. Daerah TK.II Gowa pada hakikatnya mulai terbentuk sejak beralihnya 
pemerintah Kabupaten Gowa menjadi Daerah TK.II yang didasari oleh terbitnya 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II, 
Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, yang diperkuat Undang –Undang Nomor 2 
Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II di Sulawesi (Tambahan Lembaran 
Negara RI No. 1822). 
Kepala Daerah TK.II Gowa yang pertama “Andi Ijo Dg Mattawang Karaeng 
Lalowang “ yang juga disebut nama Sultan Muhammad Abdul Kadir Aididdin 
Tumenanga Rijongaya, dan merupakan Raja Gowa yang terakhir (Raja Gowa ke 
XXXVI). 
Somba sebagai Kepala pemerintah Kabupaten Gowa didampingi oleh seorang 
pejabat di bidang agama Islam yang disebut “kadi”  Qadli). Meskipun demikian tidak 
semua Somba yang pernah menjadi Raja Gowa didampingi oleh seorang Qadli, hanya 
ketika agama Islam mulai menyebar secara merata dianut oleh seluruh rakyat 
kerajaan Gowa sampai ke pelosok-pelosok desa, yaitu sekitar tahun 1857 M. Qadli 
pertama yang diangkat oleh Raja Gowa bernama Qadli Muhammad Iskin. Qadli pada 
waktu itu berfungsi sebagai penasehat Kerajaan atau Hakim Agama yang bertugas 
memeriksa dan memutus perkara-perkara di bidang agama, demikian secara turun 
temurun mulai diperkirakan tahun 1857 sampai dengan Qadli yang keempat tahun 
1956.    
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Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 terbentuklah 
Kepala Jawatan Agama Kabupaten Gowa secara resmi , maka tugas dan wewenang 
Qadli secara otomatis diambil oleh Jawatan Agama. Jadi Qadli yang kelima, setelah 
tahun 1956, diangkat oleh Depertemen Agama RI sebagai Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Somba Opu  sekaligus oleh Qadli) yang tugasnya hanya sebagai do‟a dan 
imam pada shalat i‟ed. Keputusan menteri agama  nomor 87 tahun 1966, 
Berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966 tanggal 3 Desember 1966, 
maka Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa secara resmi dibentuk 
dan menjalankan tugas-tugas peradilan sebagaimana yang ditentukan didalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957. Peresmian Pengadilan Agama / 
Mahkamah Syariah Sungguminasa ialah pada tanggal 29 Mei 1967. Sejak tanggal 29 
Mei 1967 tersebut dapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah 
K.H.Muh. Saleh Thaha (1967 s/d 1976) Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah 
Sungguminasa menjalankan kekuasaan kehakiman di bidang Agama membawahi 18 
Kecamatan yang terdiri dari 46 Kelurahan dan 123 Desa. 
Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa dari tahun ke tahun : 
1. K.H. Muh. Saleh Thaha, (1966-1976) 
2. K.H. Drs. Muh. Ya‟la Thahir,  1976-1982) 
3. K.H. Muh. Syahid, (1982-1984) 
4. Drs. Andi Syamsu Alam, S.H, (1984-1992) 
5. K.H. Muh. Alwi Aly (Tidak Aktif),  (   -   ) 
6. Drs. Andi Syaiful Islam Thahir, (1992-1995) 
7. Drs. Muh. As‟ad Sanusi, S.H.,  1995-1998) 
8. Dra. Hj. Rahmah Umar, (1998-2003) 
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9. Drs. Anwar Rahman, (4 Peb s/d Sep 2004) 
10. Drs. Kheril R, M.H. (4 Okt s/d 14 Des 2007) 
11. Drs. H.M. Alwi Thaha, S.H., M.H.  (14 Des 2007 s/d 2012) 
12. Drs. H. Hasanuddin, M.H. (2012 s/d 2015) 
13. Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. (2015 s/d 2017) 
14. Drs. Ahmad Nur, M.H. (2017 s/d Sekarang) 
2. Kondisi Geografis 
Adapun kondisi Geografis atau letak geografis Kantor Pengadilan Agama 
Sungguminasa yaitu: 
a. Letak astronomi gedung kantor : 5°11'55.6" LS - 119°27'11.3" 
BT 
b. Batas-batas gedung kantor (Kec. Somba Opu) : 
 - Utara     : Kota Makassar 
- Selatan  : Kecamatan Pallangga dan Kecamatan Bontomarannu 
- Timur    : Kecamatan Pattalassang 
- Barat     : Kecamatan Pallangga 
c. Ketinggian daerah/attitude berada pada 25 meter di atas 
permukaan laut 
d. Kota Sungguminasa beriklim tropis 
3. Kondisi Demografis 
a. Jumlah penduduk kabupaten gowa pada akhir tahun 2012 sebanyak 617.317 
jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 328 jiwa/km2  
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- Laki-laki: 305.202 jiwa (49,4%) 
- Perempuan: 312.115 jiwa (50.6%) 
4. Visi dan Misi 
Adapun visi Pengadilan Agama Sungguminasa yaitu: 
- Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung 
- Terwujudnya lembaga Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B yang 
Agung 
Adapun misi Pengadilan Agama Sungguminasa yaitu: 
- Menjaga kemandirian Badan Peradilan  
- Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan 
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan  
- Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sungguminasa 
- Memberikan pelayanan hukum bagi pencari keadilan 
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sungguminasa 
- Meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Singguminasa yang berbasis 
teknologi informasi. 
5. Tugas Pokok dan Fungsi  
a. Tugas Pokok  
Pengadilan Agama Sungguminasa melaksanakan tugasnya sesuai dengan 
ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 
adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang 
yang beragama Islam di bidang : 
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1) Perkawinan 
Hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai 
perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain: 
a) Izin beristri lebih dari seorang; 
b) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh 
satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada 
perbedaan pendapat; 
c) Dispensasi kawin; 
d) Pencegahan perkawinan; 
e) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah; 
f) Pembatalan perkawinan; 
g) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri; 
h) Perceraian karena talak; 
i) Gugatan perceraian; 
j) Penyelesaian harta bersama; 
k) Penguasaan anak-anak; 
l) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak 
yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya; 
m) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas 
istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri; 
n) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak; 
o) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; 
p) Pencabutan kekuasaan wali; 
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q) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan 
seorang wali dicabut; 
r) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum Cukup umur 18 
(delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya; 
s) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di 
bawah keuasaannya; 
t) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak 
berdasarkan hukum Islam; 
u) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan 
perkawinan campuran; 
v) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang 
nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan 
yang lain 
2) Waris  
Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta 
peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan 
pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohoonan 
seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian 
masing-masing ahli waris. 
3) Wasiat 
Perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain 
atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal 
dunia. 
4) Hibah 
50 
 
 
Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang 
kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. 
5) Wakaf  
Perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan 
dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya 
atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan 
ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. 
6) Zakat  
Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang 
dimliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada 
yang berhak menerimanya. 
 
7) Infaq 
Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi 
kebutuhan, baik berupa makanan, muniman, mendermakan, memberikan rezeki 
(karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan 
karena Allah Subhanahu Wata'ala. 
8) Shodaqoh 
Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau 
lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan 
jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah swt. dan pahala semata. 
9) Ekonomi Syariah 
Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, 
antara lain meliputi: Bank syari'ah, Lembaga keuangan mikro syari'ah, Asuransi 
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syari'ah, Reasuransi syari'ah, Reksa dana syari'ah, Obligasi syari'ah dan surat 
berharga berjangka menengah syari'ah, Sekuritas syari'ah, Pembiayaan syari'ah, 
Pegadaian syari'ah, Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, Bisnis syari'ah. 
b. Fungsi  
Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama mempunyai 
fungsi, antara lain sebagai berikut : 
1. Fungsi mengadili (judicial power), Menerima, memeriksa, mengadili dan 
menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama 
dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 
2006). 
2. Fungsi pembinaan, Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada 
pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut 
teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi 
umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : pasal 
53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor 
KMA/080/VIII/2006). 
3. Fungsi pengawasan, Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas 
dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita 
/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan 
dengan seksama dan sewajaranya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administarsi umum 
kesekretariatan serta pembangunan. (vide : KMA Nomor : 
KMA/080/VIII/2006). 
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4. Fungsi nasehat, Memberikan pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada 
instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vidwe : Pasal 52 
ayat (1) Undang-undang nomor 3 tahun 20060. 
5. Fungsi administrative, Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan 
persidangan), dan administratsi umum (kepegawaian, keuangan, dan 
umum/perlengkapan). (vide : KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006). 
6. Fungsi lainnya :  
- Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan 
instansi lain yang terkait.seperti DEPAG, MUI,Ormas Islam dan lain-lain 
(vide : Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006). 
- Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penilitian dan sebagainya serta 
memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan 
dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan 
Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang 
Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
60 
B. Permohonan Wali Adhal di Pengadilan Agama Sungguminasa  
 Permohonan wali adhal di Pengadilan Agama Sungguminasa tergolong sedikit 
dibandingkan perkara-perkara lainnya namun hal ini juga perlu diperhatikan karena 
ini juga menjadi persoalan didalam masyarakat terlebih di sulawesi selatan yang 
memiliki adat dan budaya yang patut dihargai sebagai bukti peradaban didalam 
masyrakat sehingga semestinya perkara wali adhal yang masuk kedalam Pengadilan 
                                                          
60
 Profil Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB. 
http://www.pa.sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=category&id=8&It
emid=102. Diakses Pada Tanggal 18 Juli 2018, Pukul 20:35.  
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telah betul-betul dipertimbangkan karena hal ini menyangkut keluarga apalagi 
dimasyarakat sulawesi selatan yang sangat menjunjung tinggi siri‟.61 
Adapun berdasarkan fakta yang ditemukan penulis dilapangan mengenai 
perkara permohonan wali adhal di Pengadilan Agama Sungguminasa adalah sebagai 
berikut: 
1. Jumlah Perkara yang diterima Pengadilan Agama Sungguminasa 
Adapun jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sungguminasa dari 
bulan januari hingga desember pada tahun 2016 sebanyak 1207 perkara, pada tahun 
2016 jumlah perkara Permohonan Wali Adhal sebanyak 6 sedangkan pada tahun 
2017 jumlah perkara yang diterima sebanyak 1363 perkara dan jumlah Permohonan 
Wali Adhal sejumlah 1 Perkara. Dari data yang ditemui  Permohonan wali adhal 
tergolong sedikit dibandingkan perkara Cerai 
 
Tahun Jumlah Perkara Wali Adhal 
2016 6 perkara yang masuk  
2017 1 perkara yang masuk 
 
 Dalam jumlah perkara permohonan wali adhal pada tahun 2016 salah satunya 
yang diputus yaitu perkara permohonan wali adhal oleh seorang janda yaitu 
(Penetapan Nomor : 79/Pdt.P/2016 /PA Sgm). 
2. Alasan-Alasan Wali Menolak Menikahkan 
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 Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI. M. HI, Hakim  Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 
IB, wawancara, Sungguminasa, 17 Juli 2018. 
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Wali didalam perkawinan seorang wanita yang telah dibahas sebelumnya 
mengenai keharusan adanya wali didalam perkawinan terkadang menjadi penghalang 
ketika wali menolak  untuk menikahkan anak perempuannya dengan berbagai alasan. 
Alasan-alasan wali menolak untuk menikahkan anaknya yang dibenarkan oleh 
hukum diantaranya karena perbedaan agama atau pertimbangan dari sisi kafaah atau 
kesetaraan antara calon mempelai pria meskipun terdapat banyak perbedaan di antara 
ulama diantaranya dari segi pekerjaan, kecantikan, ada pula status sosial, akan tetapi 
yang paling mendasar adalah dari segi Agama dan Akhlak dan itu dapat menjadi 
alasan wali menolak untuk menikahkan.
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Penolakan wali untuk menikahkan yang tidak berlandaskan syari‟at atau 
hukum ada banyak hal diantaranya karena pekerjaan, ada juga hanya karena tidak 
suka dengan calon mempelai laki-laki, uang panai‟ dan juga karena karena 
tersinggung.
63
  
Persoalan alasan wali menolak intinya hanya ada dua yaitu karena hal-hal 
yang berlandaskan hukum atau alasan-alasan yang tidak dibenarkan hukum sehingga 
nantinya itu menjadi salah satu pertimbangan untuk menetapkan adhalnya wali.
64
 
Dalam Perkawinan semestinya kita harus menghargai bilamana wanita dan 
lelaki yang telah saling kenal dan mencintai memiliki niat dan tujuan untuk menikah 
hal ini yang terbaik apalagi untuk seorang perempuan yang berarti bertujuan menjaga 
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harga dirinya dari laki-laki sebelum adanya pernikahan sehingga sangat disayangkan 
apabila niat baik tersebut terhalang karena tidak adanya restu dari wali wanita apalagi 
hal itu disebabkan karena alasan yang tidak dibenarkan oleh Syar‟i.65 
C.  Analisis Kedudukan Wali terhadap Janda  
Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk 
itu, suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat 
mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan 
material.
66
 
Perkawinan yang merupakan hal yang sangat sakral dan memiliki akibat 
hukum telah memiliki banyak aturan yang tidak lain adalah untuk melindungi hak 
laki-laki terlebih hak seorang perempuan diantara rukun yang harus dipenuhi adalah 
adanya wali yang menikahkan mempelai waita. Adapun ayat yang membahas 
mengenai wali didalam perkawinan yaitu  QS. al-Baqarah’/2:232: 
َ َٓ ْحِىْٕ َ٠َ ْْ َأَ َّٓ ٍُُُ٘ٛضَْعتََلَفَ َّٓ ٍَََُٙجأَ َٓ َْغٍََبفََءاَسٌِّٕاَ ُ ُتْمٍََّطَاَِذإ َٚ
َ ْٓ َِ َِٗ ِبَُظَعُٛ٠ََِهٌَذَِفُٚرْع َّ ٌْ ِابَ ُْ َُٕٙ١َْبَا ْٛ َضاََرتَاَِذإَ َّٓ َُٙجا َٚ َْزأ
ََْطأ َٚ َ ُْ َُىٌََٝوَْزأَ ُْ ُِىٌَذَِرِخ٢اَ َِ ْٛ َ١ ٌْ ا َٚ َِ َّللَِّابَ ُٓ ِ ُْؤ٠َ ُْ ُىْٕ ِ َ َْ اَوََُرٙ
ُّْٛ ٍََْعتَلاَ ُْ ُتْٔ َأ َٚ َ ُ ٍََْع٠َُ َّالل َٚ  
Terjemahnya: 
 “Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai iddahnya, maka 
janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah (lagi) dengan calon 
suaminya, apabila telah terjalin kecocokan diantara mereka dengan cara yang 
baik. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang diantara kamu yang beriman 
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 Ahmad Rofiq, Hukum  Islam  di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 
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kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah 
mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui.”67 
Ayat ini diturunkan berkenaan dengan Ma'qal ibnu Yasar Al-Muzani dan 
saudara perempuannya. Maka Imam Bukhari mengatakan di dalam kitab Sahihnya 
ketika menafsirkan ayat ini, bahwa Ubaidillah ibnu Sa'id telah menceritakan kepada 
kami, Abu Amir Al-Aqdi telah menceritakan kepada kami, Ibad ibnu Rasyid telah 
menceritakan kepada kami, Al-Hasan telah menceritakan kepada kami; dia 
mengatakan bahwa Ma'qal ibnu Yasar telah menceritakan kepadanya, "Aku pernah 
mempunyai saudara perempuan yang dilamar melaluiku." 
Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibrahim, dari 
Yunus, dari Al-Hasan, telah menceritakan kepadaku Ma'qal ibnu Yasar dan telah 
menceritakan kepada kami Abu Ma'mar, telah menceritakan kepada kami Abdul 
Waris, telah menceritakan kepada kami Yunus, dari Al-Hasan, bahwa saudara 
perempuan Ma'qal ibnu Yasar ditalak oleh suaminya. Lalu suaminya membiarkannya 
hingga habislah masa idah istrinya itu. Setelah itu ia datang lagi melamarnya, maka 
Ma'qal menolaknya. Lalu turunlah ayat berikut, yaitu firman-Nya: maka janganlah 
kalian (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bekas suaminya. (Al-
Baqarah: 232) 
Demikian pula menurut riwayat Imam Abu Daud, Imam Turmuzi, Imam Ibnu 
Majah, Ibnu Abu Hatim, Ibnu Jarir, dan Ibnu Murdawaih melalui berbagai jalur, dari 
Al-Hasan, dari Ma'qal ibnu Yasar dengan lafaz yang sama. Hadis ini dinilai sahih 
oleh Imam Turmuzi, lafaznya berbunyi seperti berikut: Disebutkan dari Ma'qal ibnu 
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Yasar bahwa ia rnengawinkan saudara perempuannya dengan seorang lelaki dari 
kalangan kaum muslim di masa Rasulullah Saw. Saudara perempuannya itu selama 
beberapa masa menjadi istri lelaki tersebut, kemudian lelaki itu menceraikannya dan 
membiarkan dia menjalani idahnya sampai habis. Sesudah itu ternyata lelaki itu 
masih tetap mencintainya, begitu pula sebaliknya. Kemudian lelaki itu melamarnya 
bersamaan dengan para pelamar lainnya. Maka Ma'qal ibnu Yasar berkata, "Hai si 
dungu anak si dungu, aku menghormatimu dengan mengawinkan dia kepadamu, 
tetapi kamu menalaknya. Demi Allah, kamu tidak boleh rujuk dengan dia kembali 
untuk selamanya, aku sudah kapok denganmu." Ma'qal ibnu Yasar melanjutkan 
kisahnya, bahwa ternyata keinginan keduanya itu didengar oleh Allah Swt. Maka 
Allah Swt. menurunkan firman-Nya: Apabila kalian menalak istri-istri kalian, lalu 
mereka mendekati akhir idahnya. (Al-Baqarah: 231) sampai dengan firman-Nya: 
sedangkan kalian tidak mengetahui. (Al-Baqarah: 232); Ketika Ma'qal ibnu Yasar 
mendengar ayat ini, maka ia mengatakan, "Aku tunduk dan patuh kepada Tuhanku," 
lalu ia memanggil bekas suami adik perempuannya dan mengatakan kepadanya, "Aku 
nikahkan kamu, dan aku hormati kamu."
68
 
 Wali didalam perkawinan juga ditegaskan dalam sebuah hadits sebagai 
berikut:Abu Musa Al-Asy‟ari ra. Menuturkan bahwa Rasulullah saw. bersabda: 
 
ٌِٟ َٛ ِب ََِّلاإََحاَِىَٔلا 
Artinya: 
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“Tidak sah nikahan tanpa wali.”  HR. Ahmad, Abu Dawud,Tirmidzi, Ibnu 
Hibban dan Hakim) kedua perawi terakhir menilai hadis ini sahih.”69 
Dalam perkawinan seorang wanita harus memiliki wali terlepas dari  pendapat 
mashab yang tidak mengharuskan adanya Wali namun hukum yang berlaku di 
Indonesia sudah tepat yang mengharuskan Adanya wali didalam perkawinan seperti 
Kompilasi Hukum Islam sehingga kita semestinya harus tunduk selain itu Kompilasi 
Hukum Islam adalah merupakan kesepakatan suatu masa Ulama Indonesia yang 
tentunya harus kita terima karena itu merupakan hasil ijtihat para ulama kita.
 70 
Membahas persoalan kedudukan wali terhadap janda saat ingin menikah maka 
tidak ada perbedan mengenai kedudukan wali didalam pernikahannya. Sebagaimana 
hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengakui adanya perkawinan seorang wanita 
tanpa wali.
71
 Persolan yang terjadi didalam masyarakat kita adalah terkadang 
rendahnya pemahaman wali mengenai perkawinan sehingga wali yang semestinya 
berkewajiban untuk menikahkan anaknya menolak untuk menikahkan karena alasan-
alasan yang tidak dibenarkan oleh syari‟at padahal semestinya perkawinan yang 
merupakan suatu ibadah terhambat karena wali yang menolak atau tidak menyetujui 
penikahan anaknya.
72 
Mengenai pendapat yang tidak mengharuskan adanya wali didalam 
perkawinan semestinya kita juga mempertimbangkan mengenai hak-hak seorang 
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wanita yang harus dilindungi karena boleh jadi orang yang menggunakan pendapat 
tersebut dikarenakan memiliki tujuan yang menyimpang sehingga disitulah kelebihan 
Kompilasi Hukum Islam yang semestinya kita hargai terlepas dari kekurangannya.
73
 
Status janda akan tetap dipertimbangkan namun yang menjadi pertimbangan terhadap 
hakim apabila seorang wanita telah berstatus sebagai janda misalnya apakah benar 
wanita tersebut telah berstatus janda atau wanita tersebut bukan lagi berstatus sebagai 
istri orang dan bukan mempertimbangkan kedudukan wali terhadap janda karena itu 
telah jelas didalam hukum yang berlaku di Indonesia tidak membedakan gadis dan 
janda.
74 
Berdasarkan dari uraian diatas maka tidak ada perbedaan antara gadis dan 
janda didalam perkawinan harus memiliki wali sebagaimana pasal 14 dan 19 
Kompilasi Hukum Islam mengharuskan adanya wali untuk menikahkan mempelai 
wanita. Sehingga pendapat yang mengatakan tidak mengharuskan adanya wali tidak 
berlaku di Indonesia. Hal ini juga memiliki dampak positif untuk melindungi hak-hak 
seorang wanita dalam perkawinan.
75 
 
 
 
                                                          
 
73
 Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI. M. HI, Hakim  Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 
IB, wawancara, Sungguminasa, 17 Juli 2018. 
 
 
74
 Uten Tahir, S.HI. M.H, Hakim  Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB, wawancara, 
Sungguminasa, 19 Juli 2018. 
 
 
75
 Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI. M. HI, Hakim  Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 
IB, wawancara, Sungguminasa, 17 Juli 2018. 
 
60 
 
 
D.  Analisis Penyelesaian Perkara Permohonan Wali Adhal (Studi Kasus Putusan 
Nomor : 79/Pdt. P/2016/PA Sgm)  
 Perkawinan yang akan dilaksanakan oleh orang Islam, terlebih dahulu 
disyaratkan untuk melaporkan ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA wilayah 
tempat berdomisili dimana perkawinan tersebut akan dilaksanakan. didalam 
pencatatan perkawinan yang akan dilaksanakan tersebut harus memenuhi persyaratan 
untuk kemudian ditindak lanjuti oleh PPN, salah satu syarat yang harus dipenuhi 
adalah adanya wali nikah bagi calon mempelai wanita. Apabila setelah diadakan 
pemeriksaan kehendak nikah ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang telah 
ditentukan, baik persyaratan menurut hukum munakahat maupun persyaratan 
menurut peraturan perundangundangan yang berlaku, maka PPN atau P3N harus 
menolak pelaksanaan perkawinan tersebut dengan cara memberikan surat 
pemberitahuan adanya halangan atau kekurangan persyaratan atau surat penolakan 
kepada yang bersangkutan dengan menegaskan alasan-alasan penolakannya.  
 Penolakan oleh PPN telah sesuai dalam undang-undang perkawinan, PPN atau 
P3N tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan 
bila dia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (1), pasal 
8, pasal 9, pasal 10 dan pasal 12 undang-undang perkawinan. Hal ini diatur pada 
pasal 20 undang-undang perkawinan jo. pasal 68 KHI yang menyatakan : 
“Pegawai Pencatat Perkawinan atau PPN tidak diperbolehkan melangsungkan atau 
membantu melangsungkan perkawinan, bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari 
ketentuan dalam pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 dan pasal 12 undang-
undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.” 
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 Proses penyeleseain setelah adanya surat penolakan oleh PPN untuk 
pelaksanaan perkawinan yang tidak memenuhi syarat tersebut maka calon pengantin 
yang ditolak dapat mengajukan keberatan terhadap penolakan tersebut dengan 
mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat PPN tersebut 
memberikan surat penolakannya. Hal ini diatur di dalam undang-undang perkawinan 
pasal 21 ayat (3) jo. pasal 69 ayat (3) KHI yaitu : 
“Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada 
Pengadilan Agama dalam wilayah mana Pegawai Pencatat Nikah yang mengadakan 
penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan memberikan surat 
keterangan penolakan tersebut diatas” 
 Calon mempelai yang ingin menikah tersebut kemudian dapat mengajukan 
permohonan wali adhal di Pengadilan Agama hal ini sesuai dengan maksud pasal 23 
Kompilasi Hukum Islam yang mengandung makna apabila wali nasab enggan 
menikahkan calon mempelai wanita, maka pernikahan tersebut dapat dilaksanakan 
dengan wali hakim. 
Perkara wali adhal adalah perkara Permohonan atau perkara voluntair yang 
berati tidak ada lawan sehingga dalam permohonan ini keluarga atau wali bukan 
tergugat ataupun terlawan sehingga dia hanya dipanggil untuk digali keterangannya.
76
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Proses penyelesaian perkara wali adhal pada dasarnya sama dengan 
penyelesaian perkara permohonan yang lain mulai dari permohonan hingga putusan 
adapun proses penyelesaian perkara permohonan wali adhal didalam persidangan 
adalah sebagai berikut: 
1.  Pemanggilan pihak-pihak, yaitu pemohon dan wali.  
2. Usaha mendamaikan antara pemohon dan wali yang dilakukan oleh majelis 
hakim, yang isinya nasehat kepada pemohon agar menikah dengan restu 
walinya, dan juga nasehat kepada wali pemohon agar bias menikahkan anak 
perempuannya. 
3. Apabila usaha perdamaian itu tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan 
pembacaan surat permohonan.  
4. Tahap pembuktian, yaitu pemeriksaan alat bukti baik berupa bukti surat 
maupun saksi-saksi.  
5. Pembacaan Putusan
77
 
Dalam proses penyelesaian permohonan wali adhal karena permohonan wali 
adhal termasuk kedalam perkara voluntair maka tidak ada mediasi untuk perkara ini. 
Sehingga hakim dalam proses persidangan hanya memberikan nasihat dan upaya 
untuk mendamaikan didalam persidangan.
78
 
Penyebab-penyebab terjadinya sengketa yang berujung permohona wali 
adhal di Pengadilan Agama sungguminasa biasanya karena wali tidak setuju karena 
hal-hal yang dibenarkan Syariat namun ada juga yang bukan karena syariat seperti 
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halnya wali tersinggung karena ada hal-hal yang dianggap tidak sopan oleh wali 
sehingga wali tidak setuju menikahkan anak perempuannya. Perkara permohonan 
wali adhal adalah perkara yang menyangkut keluarga apalagi itu ayah sehingga 
semestinya perkara wali adhal dimasukkan kedalam perkara gugatan agar dapat 
dilakukan upaya mediasi yang berarti lebih mengupayakan dan menjaga hubungan 
antara anak dan wali meskipun hakim dapat memberikan nasehat didalam 
persidangan, akan tetapi itu kurang efektif sehingga kebanyakan berujung pada 
Putusan yang akan menyalahkan salah satu pihak. Dalam menyatakan wali adhal itu 
berarti menyalahkan wali.
79
 
Penyelesaian perkara wali adhal semestinya proses penyelesaiannya harus 
lebih diperketat dan menitik beratkan pada upaya untuk mendamaikan apalagi jika 
alasan-alasan wali menolak hanya karena tersinggung, persoalan tidak suka, ataupun 
hal-hal lain yang tidak dibenarkan syari‟at sehingga semestinya upaya untuk mencari 
solusi atau jalan keluar diantara pemohon dan wali lebih diutamakan bukan serta-
merta berujung pada putusan yang menyalahkan salah satu pihak akan berujung 
retaknya hubungan antara orang tua dan anak.  
 
E. Pertimbangan hakim dalam menetapkan adhalnya wali (Studi Kasus Putusan 
Nomor : 79/Pdt. P/2016/PA Sgm)  
Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB merupakan salah satu Lembaga  
Peradilan di Indonesia yang berwenang menerima, memeriksa, memutus dan 
mengadili perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia. 
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Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat 
pencari keadilan khususnya orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, 
wasiat, hibah, wakaf, infaq, sodaqoh dan ekonomi syari‟ah. 
Hakim dalam memutuskan perkara pada dasarnya mengacu kepada 
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia serta berpatokan 
kepada Al-Qur‟an dan Hadist. Tidak hanya itu Hakim juga dalam memutuskan suatu 
perkara mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta atau bukti yang ada 
dipersidangan. 
Hakim adalah salah satu predikat yang melekat pada seseorang yang 
memeliki pekerjaan dengan sfesifikasi khusus dalam bidang hukum dan peradilan 
sehingga banyak bersinggungan dengan masalah mengenai kebebasan dan keadilan 
secara legal dalam konteks putusan atas perkara yang dibuat.
80
 Dalam hal ini hakim 
dianggap tahu akan hukumnya (juris curia novit). 
Dasar hukum yang digunakan dalam setiap putusan berisi tentang dasar 
hukum hakim dalam memutuskan perkara. Karena Pengadilan Agama adalah 
Pengadilan Islam, maka dasar hukum putusannya adalah segala peraturan perundang-
undangan Negara yang berlaku dan relavan, disusun menurut herarkinya/urutannya, 
derajatnya dan urutan terbitnya kemudian berdasarkan Hukum Islam dan Hukum 
tidak tertulis lainnya.
81
 
Dalam sebuah putusan bagian pertimbangan adalah bagian yang dimulai 
dengan “Tentang Pertimbangan Hukumnya atau Tentang Hukumnya” yang memuat: 
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1. Gambaran tentang bagaimana hakim mengkualifikasi, yaitu mencari dan 
menemukan hukum yang harus diterapkan pada suatu fakta dan kejadian yang 
diajukan; 
2. Penilaian hakim tentang fakta-fakta yang diajukan; 
3. Pertimbangan hakim secara kronologis dan rinci setiap item, baik dari pihak 
tergugat maupun penggugat; 
4. Dasar hukum yang digunakan hakim dalam menilai fakta dan memutus 
perkara, hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.
82
 
Penulis telah melakukan penelitia di Pengadilan Agama Sungguminasa 
Kelas IB yang meneliti mengenai Penetapan Wali Adhal dengan nomor perkara 
79/Pdt. P/2016/PA Sgm. Dari hasil penelitian inilah penulis dapat mengetahi 
bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan adhalnya wali. 
Perkara nomor 79/Pdt. P/2016/PA Sgm ini, penulis menganalisa mengenai 
pertimbangan-pertimbangan hakim sebagai berikut: 
1. Adanya permohonan penetapan wali adhal yang disebabkan paman atau 
saudara kandung ayah pemohon menolak untuk menjadi wali nikah bagi 
pemohon yang hendak menikah dengan calon suaminya. 
2. Adanya dasar hukum dalam permohonan pemohon yang telah sesuai dengan 
ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 2 Peraturan Menteri 
Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 sehingga dapat diterima untuk di proses lebih 
lanjut. 
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3. Untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, pemohon telah mengajukan beberapa 
alat bukti ke Pengadilan Agama Sungguminasa berupa: 
a. Bukti tertulis 
bukti tertulis yang diajukan oleh pemohon yaitu 
1) fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang dikeluarkan oleh 
Kepala Dinan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kabupaten Gowa 
yang diberi kode P.1; 
2) Fotocopy Kartu Keluarga pemohon  yang dikeluarkan oleh Kepala 
Dinan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kabupaten Gowa yang 
diberi kode P.2; 
3) Fotocopy Akta Cerai pemohon yang dikeluarkan oleh Pengadilan 
Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa, yang diberi kode P.3; 
4) Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Wali Kepada Wali Hakim 
yang dibuat oleh saudara kandung ayah pemohon yang selanjutnya 
diberi kode P.4; 
b. Bukti saksi 
Selain mengajukan bukti tertulis pemohon dalam rangka untuk 
menguatkan dalil permohonannya juga menghadirkan 2 orang saksi yakni 
saksi I dan saksi II, keduanya secara formal dinilai telah memenuhi syarat 
sebagai bukti saksi. Kesaksian yang diberiakn saksi I dan saksi II 
pemohon disampaikan dibawah sumpah dengan cara bergilir dan terpisah 
dan menerangkan bahwa: 
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1) Ayah kandung pemohon telah meninggak dunia dan pemohon 
memiliki saudara laki-laki yang masih berumur 16 tahun atau belum 
cukup umur; 
2) Pemohon telah membina hubunga pacaran dengan seorang laki-laki 
sehingga pemohon dan laki-laki tersebut berkehendak untuk 
melanjutkan hubungannya kejenjang pernikahan; 
3) Antara pemohon dengan laki-laki tersebut tidak terdapat hubungan 
mahram baik karena nasab, semenda, maupun sesusuan yang dapat 
menghalangi terjadinya pernikahan; 
4) Pemohon dengan  laki-laki tersebut dan keluarganya telah datang 
kepada paman pemohon (saudara kandung ayah pemohon) selaku 
wali pemohon dan telah menyampaikan maksud pemohon untuk 
menikah dengan laki-laki tersebut, akan tetapi paman pemohon tidak 
merestui hubungan pemohon dengan laki-laki tersebut bahkan enggan 
untuk menjadi wali nikah; 
5) Karena paman pemohon tidak merestui hubungan pemohon dan laki-
laki tersebut dan tidak bersedia menjadi wali, maka pemohon 
mengajukan permohonan wali adhal; 
4. Tidak adanya halangan perkainan  
Pemohon dan laki-laki tersebut tidak memiliki halangan perkawinan baik 
karena nasab, sesusuan, maupun semenda 
5. Keharusan adanya wali dan larangan menghalangi pernikahan  
Pemohon dan laki-laki tersebut telah menjalin hubungan pacaran dan ingin 
melanjutkan ke jenjang pernikahan akan tetapi paman pemohon tidak 
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bersedia/enggan menjadi wali dalam pernikahan pemohon sehingga 
berdasarkan pasal 23 yang mengandung abstraksi hukum bahwa jika wali 
nasab enggan menikahkan calon mempelai wanita, maka pernikahan tersebut 
dapat dilaksanakan dengan wali hakim. hal  ini juga telah sesuai dengan 
firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 232 yang menyebutkan tentang 
larangan bagi wali untuk menghalangi wanita-wanita menikah dengan calon 
suaminya dan hal inipun menunjukkan bahwa jika ada wali yang adhal maka 
wali lain yang menjadi wali (in casu wali hakim), ayat tersebut berbuyi: 
 
َ ْْ َأَ َّٓ ٍُُُ٘ٛضَْعتََلَفَ َّٓ ٍَََُٙجأَ َٓ َْغٍََبفََءاَسٌِّٕاَ ُ ُتْمٍََّطَاَِذإ َٚ
ََِهٌَذَِفُٚرْع َّ ٌْ ِابَ ُْ َُٕٙ١َْبَا ْٛ َضاََرتَاَِذإَ َّٓ َُٙجا َٚ َْزأَ َٓ ْحِىْٕ َ٠
َ ُْ ُِىٌَذَِرِخ٢اَ َِ ْٛ َ١ ٌْ ا َٚ َِ َّللَِّابَ ُٓ ِ ُْؤ٠َ ُْ ُىْٕ ِ َ َْ اَوَ ْٓ َِ َِٗ ِبَُظَعُٛ٠
ُّْٛ ٍََْعتَلاَ ُْ ُتْٔ َأ َٚ َ ُ ٍََْع٠َُ َّالل َٚ ََُرَْٙطأ َٚ َ ُْ َُىٌََٝوَْزأ 
Terjemahnya: 
“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai 
iddahnya, maka janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah 
(lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan diantara 
mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-
orang diantara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu 
lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui sedangkan 
kamu tidak mengetahui.”83 
6. Alasan wali menolak menikahkan 
Wali pemohon enggan menjadi wali nikah pemohon dan keengganannya 
tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang mendasar, maka permohonan 
Pemohon dinilai telah berdasar dan beralasan hukum sesuai Pasal 23 
                                                          
83
  Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur‟an. Al-Qur‟an dan Terjemahnya 
(Jakarta:1971), h. 115 
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Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 2 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 
2 Tahun 1987; Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, 
Majelis perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam 
kitab I`anah al-Thalibin, juz 3, halaman 314 yang kemudian diambil alih 
sebagai pendapat Majelis yang berbunyi: 
 هلَيلولاَنمَيلوَناطلسلافَاورجتشاَنإو 
Artinya:  
“Apabila wali enggan  untuk menikahkan) maka pemerintah / hakim 
menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”. 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup 
alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon dan 
menyatakan bahwa wali pemohon adhal. maka berdasarkan Pasal 23 ayat 2 jo. Pasal 4 
Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987, Majelis berpendapat bahwa perlu 
menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Pallangga Kecamatan 
Pallangga, Kabupaten Gowa atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan Peraturan 
Menteri Agama tersebut, bertindak sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon 
dengan calon suaminya. 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas penulis serpendapat untuk 
menetapkan adhalnya wali terhadap pemohon yang telah menjalin hubungan dan 
telah berniat baik untuk menikah tanpa adanya halangan yang mendasar, namun 
penulis menganggap bahwa perlu ada upaya-upaya untuk mendamaikan yang lebih 
agar tidak berujung keretakan hubungan antara anak dan orang tua atau wali oleh 
karenanya hal ini juga semestinya menjadi pertimbangan. 
. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas dengan judul Penetapan 
Peralihan Perwalian terhadap Janda Karena Adhal di Pengadilan Agama 
Sunggumiana Kelas IB, serta penelitian yang penulis lakukan maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Wali terhadap calon mempelai wanita merupakan rukun yang harus di penuhi 
didalam perkawinan. Berdasarkan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang 
merupakan kesepakatan para ulama Indonesia yang kemudian menjadi hukum 
yang berlaku didalam Indonesia. Maka tidak ada perbedaan mengenai 
kedudukan wali baik bagi janda ataupun perawan. wali merupakan sebuah 
keharusan bagi calon mempelai wanita dalam perkawinan. 
2. Dalam proses penyelesaian Permohonan wali adhal, telah sesuai dengan 
proses penyelesaian perkara voluntair akan tetapi sangan penting didalam 
perkara wali adhal ini diutamakan proses perdamaian ang sangat penting 
karena perkara permohonan wali adhal adalah perkara yang menyangkut 
seorang anak dengan wali atau orang tuanya. 
3. Dalam menetapkan wali adhal tidak serta merta hanya karena wali menolak 
untuk menikahkan anaknya, akan tetapi hakim didalam memutuskan adhalnya 
wali sangat berhati-hati dengan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi 
sebab wali menolak untuk menikahkan, diantaranya persoalan kafa‟ah, dan 
halangan-halangan perkawinan yang lainnya. 
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B. Implikasi Penelitian 
1. Bagi Pemerintah, dalam persoalan permohonan wali adhal semestinya dalam 
proses penyelesaiannya mengutamakan dan metitik beratkan pada 
perdamaian, dimana persoalan perkawinan yang merupakan pesoalan yang 
sangan sakral apa lagi dalam masyarakat bugis makassar yang menjunjung 
siri‟ sedapat mungkin agar perdamaian itu menjadi hal yang utama antara 
anak dan orang tua atau wali atau dengan kata lain putusan untuk 
menyalahkan salah satu pihak adalah jalan yang paling terakhir karena 
penetapan adalnya wali adalah berarti menyalahkan wali. Sehingga meskipun 
perkawinan itu tetap dapat dilaksanakan dengan penetapan tersebut akan 
tetapi ada potensi keretakan hubungan antara anak dengan wali kedepannya. 
Sehingga perlu upaya yang lebih mendalam atau rancangan penyelesaian 
terkhusus perkara wali adhal.  
2. Bagi masyarakat, Penetapan wali adhal adalah jalan terakhir karena dapat 
berdampak pada hubungan yang tidak harmonis didalam keluarga. Begitupun 
juga terhadap orang tua atau wali semestinya pemahaman terhadap rukun dan 
syarat perkawinan itu menjadi hal yang utama dan sedapat mungkin tidak 
menjadi penghalang bagi perkawinan anak sebagaimana yang diharapkan 
bahwa nikah adalah ibadah. Adapun wali sebaiknya membantu dan menccari 
jalan yang terbaik untuk anaknya didalam menempuh kehidupan berumah 
tangga kecuali menyagkut hal-hal yang mendasar dan demi menegakkan 
syari‟at. 
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